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Perkembangan kewenangan PTUN yaitu memberikan wewenang kepada 
PTUN untuk mengadili perbuatan penyalahgunaan wewenang. Yang diatur dalam 
Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pelaksanaan mengadili 
perbuatan penyalahgunaan wewenang diatur pada Perma Nomor 4 Tahun 2015 
yang menyatakan bahwa kewenangan Absolut dari PTUN dalam mengadili 
Perbuatan penyalahgunaan wewenang sebelum adanya proses pidana dan setelah 
adanya hasil pengawasan APIP yang menjadikan polemik bagi Pengadilan Tata 
Usaha Negara sebatas mana dalam mengadili perbuatan penyalahgunaan 
wewenang. Menyebabkan terjadinya masalah bagaimana kompetensi absolut 
PTUN dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa TUN dalam perbuatan 
penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kompetensi PTUN dan prosedur penyelesaian perbuatan penyalahgunaan 
wewenang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum 
normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian 
mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam 
mengadili perbuatan penyalahgunaan wewenang yakni bahwa Pengadilan Tata 
Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
permohonan yang diajukan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang 
diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang diatur pada 
Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Adapun prosedur 
penyelesaian sengketa tata usaha negara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang 
memberikan kewenangan kepada PTUN sebelum proses pidana dan setelah 
adanya hasil pemeriksaan investigatif badan pengawasan, yang memberikan 
batasan terhadap  pemohon karena pemeriksaan investiatif menunjukan bahwa 
telah dimulainya proses pidana. 
 




















The development of the authority of the State Administrative Court is to 
give authority to the State Administrative Court to try acts of abuse of authority. 
As stipulated in Article 21 of the Government Administration Law, the 
implementation of judicial acts of authority is regulated in Supreme Court 
Regulation Number 4 of 2015 which states that the absolute authority of the state 
administrative court in judging the Act of abuse before the criminal proceedings 
and after the results of APIP supervision which makes the polemic for the State 
Administrative Court limited to prosecuting acts of abuse of authority. Causing 
the problem of how the absolute competency of the state administrative court and 
the procedure for resolving state administrative disputes in the act of abuse of 
authority. This study aims to determine the competence of the State Administrative 
Court and the procedure for resolving acts of abuse of authority. The method used 
in this study is normative legal research with a statutory approach. The results of 
the research on the absolute competence of the State Administrative Court in 
adjudicating acts of abuse of authority, namely that the State Administrative 
Court has the authority to examine, hear, and decide cases filed by State 
Administrative bodies or officials suspected of having committed acts of authority 
abuse in Articles 20 and 21 of the Government Administration Law. The 
procedure for resolving state administrative disputes by the State Administrative 
Court that gives authority to the state administrative court prior to the criminal 
process and after the results of investigative investigations by the oversight body, 
which gives a limit to the applicant because investment examination shows that 
criminal proceedings have begun. 
 
















A. Latar Belakang 
Selama ini banyak Pejabat Pemerintahan yang terjerat tindak 
pidana korupsi karena keputusan maupun tindakan yang dilakukannya. 
Jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat 
Pemerintahan, aparat penegak hukum langsung membawanya ke ranah 
hukum pidana. Dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur 
“melawan hukum” dan “menyalahgunakan kewenangan” yang dibarengi 
dengan menyebut jumlah “kerugian negara” sebagai dasar untuk 
mendakwa seorang Pejabat Pemerintahan telah melakukan tindak pidana 
korupsi semata-mata berdasarkan perspektif hukum pidana tanpa 
mempertimbangkan bahwa ketika seorang pejabat melakukan aktifitasnya, 
ia tunduk dan diatur oleh norma hukum administrasi. Seringkali ditemukan 
juga unsur “merugikan keuangan negara” dijadikan dugaan awal untuk 
mendakwa seorang pejabat tanpa disebutkan terlebih dahulu bentuk 
pelanggarannya.1 
Perkembangan kewenangan PTUN yang signifikan terjadi pada 17 
Oktober 2014 dengan lahirnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 
Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Lahirnya Undang Undang 
Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan  UUAP) selain 
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diharapkan dapat menjadi landasan dan payung hukum bagi Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan 
pemerintahan juga diharapkan dapat menjamin hak-hak dasar dan 
memberikan perlindungan bagi warga masyarakat. Warga masyarakat 
dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara 
karena undang-undang ini merupakan hukum materiil dari sistem 
Peradilan Tata Usaha Negara.2 
Perubahan  kewenangan PTUN  yang diatur  dalam  Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan  ini diantaranya adalah terkait  dengan  
adanya obyek sengketa baru berupa tindakan administrasi pemerintahan, 
kompetensi PTUN menilai unsur penyalahgunaan wewenang yang 
dilakukan oleh pejabat pemerintahan, kewenangan memeriksa 
permohonan keputusan fiktif positif (sebelumnya dikenal dengan istilah 
fiktif negatif), serta Kompetensi PTUN untuk menguji keputusan pejabat 
atau badan pemerintahan hasil upaya administratif.3 
Kompetensi absolut PTUN  dalam penilaian unsur penyalahgunaan 
wewenang  yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan  dalam UUAP 
tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: 
                                                        
2 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan 
3Yodi Martono Wahyunadi, Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam 
Konteks Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Ringkasan 




1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada 
atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh 
pejabat pemerintahan. 
2) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan 
kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur 
penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan. 
Ketentuan yang terkait dengan  proses pemeriksaan ada atau tidak 
ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat 
pemerintahan juga diatur dalam Pasal 17, 18, 19, 20 dan 21 UUAP. Dalam 
Pasal 20 UUAP memberikan kewenangan secara atributif kepada Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (selanjutnya disebutAPIP) untuk 
melakukan pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dari Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan.Jika dalam pengawasan terhadap keputusan 
dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan tersebut 
kemudian terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian 
keuangan negara yang terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan 
wewenang, maka pengembalian kerugian keuangan negara dibebankan 
kepada Pejabat Pemerintahan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja.4 
Pasal 20 UUAP ini tidak mengatur ketentuan  mengenai upaya 
hukum yang dapat ditempuh oleh pejabat pemerintahan yang keberatan 
atas hasil pengawasan APIP. Dalam Pasal 21 UUAP juga tidak diatur 
secara tegas apakah instrumen Pasal 21 UUAP tersebut merupakan bentuk 
upaya hukum lanjutan yang dapat diambil oleh pejabat pemerintahan yang 
                                                        





keberatan atas hasil pengawasan APIP, atau merupakan pasal yang berdiri 
sendiri dan terpisah dari Pasal 20 UUAP sehingga bagi pejabat 
pemerintahan yang tidak puas dengan hasil keputusan dan/atau tindakan 
dapat setiap saat  mengajukan permohonan kepada PTUN untuk menilai 
ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan 
dan/atau tindakan yang diambilnya.5 
Dalam perkembangannya, untuk melaksanakan ketentuan yang 
termuat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengenai 
penyalahgunaan wewenang, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan 
Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman 
Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.6 
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2015 
tersebut, PTUN baru berwenang memeriksa permohonan penilaian ada 
atau tidak adanya unsur  penyalahgunaan wewenang dalam keputusan 
dan/atau tindakan pejabat pemerintahan  sebelum adanya proses pidana, 
dan setelah adanya hasil pengawasan APIP, yang berarti kedua unsur 
tersebut bersifat alternatif. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam 
Pasal 2 mengakibatkan PTUN menjadi tidak berwenang untuk memeriksa 
permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. 
                                                        
5Ibid. 
6Perma Nomor 4 Tahun 2015 ini terbagi menjadi 9 BAB yang terdiri dari Ketentuan 
Umum, Kekuasaan Pengadilan dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Materi 
Permohonan, Tata Cara Pengajuan Permohonan, Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang, 




Kompetensi absolut PTUN berdasarkan Pasal 2 Perma Nomor 4 
Tahun 2015 tersebut menjadi tereduksi hanya terbatas pada saat sebelum 
adanya proses pidana dan setelah adanya hasil pengawasan dari APIP. 
Pertimbangan hukum hakim yang menggunakan instrumen Pasal 2 Perma 
Nomor 4 Tahun 2015 dalam memutus perkara permohonan penilaian 
unsur penyalahgunaan wewenang terdapat dalam perkara PTUN Jakarta 
dengan register perkara Nomor: 250/P/PW/2015/PTUN-JKT. 
Suryadharma Ali sebagai pemohon yang pada saat itu sedang diperiksa 
dan menjadi terdakwa di Peradilan Tindak Pidana Korupsi mengajukan 
permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang ke PTUN Jakarta  atas  
Penggunaan DOM Kementerian Agama RI Tahun 2011-2014; dan 
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2010-2013, Khususnya mengenai 
penunjukan PPIH, penunjukan petugas pendamping Amirul Hajj, 
penyewaan pemondokan di Arab Saudi dan pemanfaatan sisa kuota 
nasional yang dinyatakan oleh hasil pengawasan/audit BPKP terdapat 
kerugian keuangan negara.7 
Audit yang dilakukan oleh BPKP tersebut dilakukan atas dasar 
permintaan dari penyidik KPK terhadap perbuatan korupsi yang diduga 
dilakukan oleh terdakwa Suryadharma Ali. Majelis Hakim PTUN Jakarta 
memutuskan bahwa berdasarkan Pasal 2  ayat (1)  Perma Nomor 4 Tahun 
2015, penilaian terhadap permohonan dari Suryadharma Ali tersebut 
bukanlah kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara karena 
                                                        
7 Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/P/PW/2015/PTUN-JKT, Direktori Putusan 




proses pidana terhadap pemohon telah dimulai dan sedang dalam proses 
pemeriksaan di Peradilan Tindak Pidana Korupsi sehingga permohonan 
dari pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.8 
Kompetensi absolut PTUN  yang tereduksi menjadi  hanya terbatas 
pada saat sebelum adanya proses pidana dan setelah adanya hasil 
pengawasan dari APIP menarik untuk diteliti, karena dalam Pasal 20 dan 
Pasal 21 UUAP tidak diatur ketentuan yang menyatakan bahwa PTUN 
hanya berwenang pada saat proses pidananya belum dimulai, dan tidak 
juga diatur secara tegas bahwa PTUN baru berwenang setelah seluruh 
proses di APIP dilalui. Dengan demikian terdapat permasalahan mengenai 
apakah terdapat  konflik norma/antinomi antara UU Administrasi 
Pemerintahan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Nomor 2015 
yang menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan kompetensi absolut 
Peradilan Tata Usaha Negara dalam penilaian unsur penyalahgunaan 
wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.  
Dalam ranah hukum pidana penyalahgunaan kewenangan juga 
diatur pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 
Tahun 2001 (UU Pemberantasan Tipikor)9  jo. Pasal 5 dan Pasal 6 UU 
Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU 
Pengadilan Tipikor), yang salah satu unsurnya mengatur Tipikor karena 
                                                        
8Ibid. 





menyalahgunakan kewenangan, dimana kompetensi absolut untuk 
memeriksa masalah tersebut diberikan kepada Pengadilan Tipikor. 
Penyalahgunaan kewenangan adalah merupakan salah satu unsur 
dari suatu tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan melawan 
hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan asas-asas hukum yang bertentangan dengan norma-norma 
yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.10  Namun ada 
beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pengertian penyalahgunaan 
kewenangan menurut Peradilan Tata Usaha Negara berbeda dengan 
pengertian menurut penyalahgunaan kewenangan Peradilan Tindak Pidana 
Korupsi.  
Pendekatan yang selama ini digunakan dalam UU Pemberantasan 
Tipikor, yang menjadikan tindakan represif sebagai “premum remedium” 
harus ditinjau ulang. Hukum pidana harus dikembalikan kepada khittahnya 
sebagai senjata pamungkas atau sebagai upaya terakhir yang harus 
dipergunakan dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan asas ultimum 
remedium.11 
Keberadaan Pasal 21 UUAP sebagai prinsip kewenangan PTUN 
memberikan perlindungan bagi Pejabat Pemerintahan dalam membuat 
keputusan dan/atau melakukan tindakan, tetapi bukan melindungi aparatur 
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sipil negara yang terlibat tindak pidana korupsi. Hal ini tentu sesuai 
dengan asas Presumptio Iustae Causa atau asas praduga rechtmatig, 
dimana dalam asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan Pejabat 
Pemerintahan selalu harus dianggap rechtmatig (dianggap sah) sampai ada 
pembatalannya. Dengan arti lain keputusan dan/atautindakan Pejabat 
Pemerintahan harus dianggap benar dan segera dilaksanakan, kecuali 
pengadilan yang berwenang menyatakan sebaliknya.12 
Dengan adanya permasalahan yang terjadi pada kompetensi 
absolute Peradilan Tata Usaha Negara dalm mengadili perbuatan 
penyalahgunan wewenang karena lahirnya Peraturan Mahkamah Agung 
dalam mengadili Perbuatan Penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan latar 
belakang tersebut, maka penulis berinisiatif mengangkat sebuah judul 
“KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA 
DALAM MENGADILI PERBUATAN PENYALAHGUNAAN 
WEWENANG BERDASARKAN UU NOMOR 30 TAHUN 2014 
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan 
yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam 
mengadili perbuatan penyalahgunaan wewenang ? 
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2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara 
mengenai perbuatan penyalahgunaan wewenang berdasarkan  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang ? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha 
Negara dalam mengadili perbuatan penyalahgunaan wewenang. 
b. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha 
Negara mengenai perbuatan penyalahgunaan wewenang 
berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur 
Penyalahgunaan Wewenang. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan 
sumbangan pemikiran, informasi dan masukan dalam rangka 
pengembangan ilmu, khususnya hukum administrasi dan hukum 
acara peradilan tata usaha negara berupa konsep yang berkaitan 
dengan kewenangan badan peradilan. 
b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
aparat penegak hukum tata usaha negara, di bidang administrasi 
maupun di bidang pidana dalam penyelesaian perkara permohonan 




dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan dan harmonisasi 
berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
perbuatan penyalahgunaan kewenangan.   
D. Kerangka Pemikiran 
1. Wewenang Badan atau Pejabat Administrasi 
a. Pengertian Wewenang 
Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang 
disamakan dengan katakewenangan, yang diartikan sebagai hak 
dan kekuasaan untuk bertindak,kekuasaan membuat keputusan, 
memerintah dan melimpahkan tanggung jawabkepada orang/badan 
lain. 13 Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang 
berasal dari hukumorganisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan 
sebagai seluruh aturan-aturanyang berkenaan dengan perolehan 
dan penggunaan wewenang-wewenangpemerintahan oleh subjek 
hukum publik didalam hubungan hukum publik.14 
Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan 
wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut 
ketentuan yang berlaku, dengan demikiankewenangan juga 
menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan 
menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan 
kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau 
institusi.Kewenangan memiliki kedudukan yang  penting dalam 
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kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu 
pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink 
dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum 
tata negara dan hukum administrasi negara.15 
b. Sumber Wewenang 
Asas legalitas sebagai pilar negara hukum memberikan 
pengertian bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan 
perundang-undangan.Artinya, seluruh wewenang yang ada pada 
pemerintahan bersumber pada peraturan perundang-undangan. 
Kewenangan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan 
dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu: 
1) Atribusi adalah kekuasaaan pemerintah yang langsung 
diberikan Undang-Undang.16 
2) Delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari 
suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat 
pemerintah yang lain.17 
3) Mandat adalah wewenang yang diperoleh melalui atribusi 
maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau 
pegawai bawahan apabila pejabat yang memperoleh wewenang 
itu tidak sanggup melakukan sendiri.18 
c. Pelaksanaan Wewenang 
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Ruang lingkup pelaksanaan wewenang meliputi wewenang, 
prosedur, dan substansi yang merupakan legalitas tindakan 
pemerintah. Wewenang dan prosedur merupakan landasan 
bagi legalitas formal.  Atas dasar  legalitas formal lahirlah 
asas praesumptio iustae causa. Sedangkan substansi akan 
melahirkan legalitas materil. Tidak terpenuhinya tiga komponen 
legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu 
tindakan/keputusan pemerintahan atau terjadinya penyalahgunaan 
wewenang. 
1) Wewenang, di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa 
wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil 
keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan-
tindakan hukum tertentu.19 
2) Prosedur, Asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama 
hukum administrasi, yaitu prinsip negara hukum, prinsip 
demokrasi dan prinsip instrumental.20 Prinsip negara hukum dalam 
prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-
hak dasar manusia, seperti hak untuk tidak menyerahkan dokumen 
yang sifatnya rahasia.. Dalam perspektif Hukum Administrasi, 
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prosedur memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan 
pemerintahan yang baik. 
3) Substansi, bahwa kekuasaan pemerintahan dibatasi secara 
substansi. Aspek substansial bersangkut paut dengan pertanyaan 
“apa” dan “untuk apa”. 21. Apabila dalam tindakan pemerintahan 
terdapat tindakan sewenang-wenang atau tindakan penyalahgunaan 
sewenang-wenang, maka tindakan pemerintahan tersebut adalah 
tindakan yang cacat substansial. 
4) Penyalahgunaan Wewenang, Terminologi “penyalahgunaan 
wewenang” dalam UU Administrasi Pemerintahan inilah yang 
dipandang sama dengan konsep “menyalahgunakan kewenangan” 
karena jabatan dalam UU Pemberantasan Tipikor, sehingga 
berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan mengadili antara 
Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN .  
Terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diukur dengan 
membuktikansecara faktual bahwa seorang pejabat telah 
menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus 
dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang 
dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah 
diberikan kepada wewenang itu (bukan karena kealpaan). 
Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas interest pribadi, baik 
untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang 





lain. 22 Secara yuridis, penyalahgunaan wewenang dalam UU 
AdministrasiPemerintahan dinyatakan terjadi ketika “badan 
dan/atau pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan dan/atau 
melakukan tindakan melampaui wewenang,mencampuradukkan 
wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.” 23 
2. Kewenangan badan pengawas pemerintahan 
a. Badan Pengawas Internal (APIP) 
Untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan 
sesuai dengan tujuan dan sasaran  yang diharapkan, maka perlu 
adanya pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak yang 
berwenang, baik pengawasan oleh pihak eksternal maupun pihak 
internal.Pihak eksternal yang mengawasi penyelenggaraan 
pemerintahan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia (BPK-RI) sedangkan pihak internal yang melakukan 
pengawasan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Aparat 
pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah 
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, 
dan terdiri atas : 
1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang 
bertanggung jawab kepada Presiden; 
2) Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama 
(Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada 
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Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen 
(LPND); 
3) Inspektorat Pemerintah Propinsi yang bertanggung jawab 
kepada Gubernur, dan; 
4) Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung 
jawab kepada Bupati/Walikota. 
APIP tidak hanya membantu mengawasi apakah pemerintah 
telah mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, membelanjakan 
uangnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan taat kepada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (oversight), namun 
juga memberikan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan 
kinerja pemerintah (insight) serta mampu mengidentifikasikan 
tren/perkembangan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi 
oleh pemerintah (foresight).24 
b. Badan Pengawas Eksternal (BPK) 
sumber kewenangan BPK memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara adalah berdasarkan atribusi, 
yakni suatu kewenangan yang dimiliki berdasarkan 
perintah/amanah UUD NRI Tahun 1945. Kemudian, dasar hukum 
kewenangan BPK mengenai penilaian kerugian keuangan negara 
secara khusus termaktub dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU BPK. 
                                                        





Dalam kaitannya dengan penilaian kerugian keuangan 
negara dalam tindak pidana korupsi oleh BPK. Maka, BPK selaku 
pengawas/pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara juga berwenang menilai kerugian keuangan negara dalam 
adanya dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan lingkup pemeriksaan BPK yang termaktub dalam Pasal 6 
ayat (3) UU BPK, “Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan 
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu”. BPK merupakan lembaga pengawas tertinggi dalam 
bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara yang memiliki hubungan dengan kekuasaan legislatif dalam 
melakukan pengawasan tindakan pemerintahan. 
 
3. Kompetensi Badan Peradilan 
a. Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  menyebutkan bahwa  
pengadilan  bertugas  dan  berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud 
sengketa Tata Usaha Negara adalah yang timbul dalam bidang Tata 
Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian.25 
b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,adalah lembagaPengadilan 
di lingkungan pengadilan Tata Usaha Negara yang bertindak 
                                                        





sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 
keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan 
berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan 
terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata 
Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah propinsi.26 
c. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pada Pasal 5 Undang-undang 
Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
telah menginstruksikan penyelesaian perkara korupsi harus melalui 
Pengadilan Tipikor dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor 
merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Sehingga 
perkara korupsi menjadi mutlak menjadi wilayah yurisdiksi 
kewenangan pengadilan Tipikor, bunyi Pasal tersebut tentu saja 
sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yakni untuk 
menghindari dualisme peradilan dan menjamin asas equality before 
the law yang mengandung makna setiap orang memiliki kedudukan 
yang sama didepan hukum karena perkara korupsi hanya menjadi 
                                                        




ranah wilayah yurisdiksi Pengadilan Tipikor bukan lagi 
kewenangan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri.27 
E. Keaslian Penelitian 
Keaslian penelitian dapat diartikan yakni masalah yang dipilih 
belum pernah diteliti sebelumnya oleh siapapun, dan apabila ada 
kemiripan penelitian penulis dengan yang lain maka harus dinyatakan 
dengan tegas bedanya. Penulisan penelitian ini murni ide pemikiran dari 
penulis. Berdasarkan hasil pencarian dari internet maupun hasil penelitian 
lain dalam bentuk jurnal, karya ilmiah, ataupun skripsi di perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. 
Pembahasan yang dibahas oleh penulis yaitu titik singgung 
kewenangan  antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan 
Tipikor Mengenai penyalahgunaan kewenangan. Terdapat beberapa 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan titik singgung kewenangan 
tersebut yaitu : 
Tabel 1.1 
Penelitian yang berkaitan titik singgung kewenangan peradilan tata 
usaha Negara dengan Peradilan Tipikor mengenai penyalahgunaan 
kewenangan. 
No Penulis Judul skripsi Permasalahan 
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Dengan demikian, penelitian yang penulis ajukan berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu dan dapat 
dipertanggungjawabkan keasliannya.Hal tersebut dapat dilihat dari 
permasalahan yang diangkat dan substansi isi dari skripsi tersebut.Skripsi 




kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menjelaskan 
penyalahgunaan kewenangan dan dan unsure serta sejauh mana 
pembuktian mengenai penyalahgunaan kewenangan. 
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang 
mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan suatu sarana 
pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan baik dibidang teknologi 
atau dibidang lainnya.Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan 
kebenaran secara sitematis, metodologis, dan pasti. 28  Penelitian yang 
berjudul “kompetensi absolut peradilan tata usaha negara dalam mengadili 
perbuatan penyalahgunaan wewenang berdasarkan undang-undang nomor 
30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan” dalam rangka 
menjawab masalah mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam proses 
peradilan tata usaha Negara dan peradilan tipikor. 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
jenis penelitian  hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan 
(library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan 
hukum primer yang menjelaskan dan menjabarkan tentang kompetensi 
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absolut peradilan tata usaha negara dalam mengadili perbuatan 
penyalahgunaan wewenang. 
Menurut Soejono Soekanto penelitian normatif adalah 
penelitian hokum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 
atau data sekunder berlaka, dapat dinamakan penelitian hokum 
normatif atau penelitian hukum kepustakaan.29 
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan 
perundang-undangan (statue approach). Pendekatan perundang-
undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua 
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 
yang sedang ditangani. 30 
Dalam hal ini peraturan perundang-undangan tersebut meliputi 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah lagi dengan Undang-
Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
                                                        








Negara,Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 
Tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan, dan Perma Nomor 4 Tahun 2015 
Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsure penyalahgunaan 
wewenang. 
3. Bahan Hukum 
Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan solusi 
mengenai apa yang seharusnya, maka diperlukan bahan-bahan hukum. 
Bahan-bahan hukum tebagi menjadi 3 yaitu : 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 
otoritas (authoritatif). 31  Bahan-bahan hukum primer dalam 
penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain 
: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan. 
                                                        




3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah 
lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
5) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi 
6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. 
7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur 
Penyalahgunaan Wewenang. 
8) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor   55   Tahun 2012  
Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan 
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka 




9) Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-014/A/JA/11/2016 
tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim 
Pengawal Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan 
Kejaksaan Republic Indonesia. 
10) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 
2015. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi 
mengenai hukum yang resmi.Yang penulis gunakan ialah terdiri 
dari buku-buku dan jurnal tentang hukum mengenai 
penyalahgunaan kewenangan serta penelusuran melalui media 
online. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier merupakan sumber bahan-bahan yang 
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa, skripsi, artikel-
arikel, kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia yang 
berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan. 
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 
Sebagaimana ciri dari penelitian hukum normatif, maka cara 




dokumen yaitu mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri 
dokumen, kepustakaan yang dapat memberikan informasi dan 
keterangan yang dibutuhkan, serta mengumpulkan bahan hukum yang 
bersumber dari tulisan dan pedoman dokumentasi.32Setelah itu bahan-
bahan yang terkumpul dikelompokkan dan ditempatkan sesuai dengan 
kategori-kategori yang ada, serta untuk memperoleh bahan hukum 
yang mendukung dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan 
penelusuran literatur hukum dan informasi lainnya yang dilakukan 
dengan penelusuran dari buku-buku atau kepustakaan dan dari internet, 
bahan pustaka buku dapat diperoleh dari koleksi pribadi, perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dan Perpustakaan Universitas 
Bengkulu. 
5. Pengolahan Bahan Hukum 
Setelah bahan hukum yang diperlukan telah dikumpulkan, maka 
selanjutnya penulis melakukan pengelompokkan dan menyesuaikan 
substansi guna mempermudah analisis bahan hukum mengenai 
kewenangan peradilan tata usaha Negara, peradilan tipikor, 
penyalahgunaan kewenangan.Lalu mengelolanya menjadi informasi, 
sehingga informasi tersebut dapat memberikan solusi dalam menjawab 
permasalahan serta memecahkan masalah mengenai batas kewenangan 
peradilan tata usaha Negara dan peradilan tipikor dalam 
penyalahgunaan kewenangan. 
                                                        




6. Analisis Bahan Hukum 
Setelah pengolahan bahan yang terdiri dari bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, selanjutnya 
dilakukan analisis secara yuridis kualitatif yaitu menjelaskan bahan-
bahan yang ada dengan kata-kata atau pernyataan dengan berdasarkan 
pada peraturan perundang-undangan dan dokrin atau pendapat ahli. 
Setelah dilakukan analisis, kemudian di tarik kesimpulan sebagai 
jawaban ataspermasalahan yang ada. Kemudian disusun secara 
















TINJAUAN UMUM KOMPETENSI ABSOLUT PTUN DAN 
PERBUATAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG 
 
A. Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara 
Negara Indonesia adalah Negara hukum dengan tujuan mencapai 
keadilan dan kesejahteraan yang relevan bagi hubungan timbal-balik antar 
manusia yang hidup bersama dalam polis untuk dapat memenuhi 
kebutuhan hidup secara manusiawi. 33  Masyarakat sangat membutuhkan 
aturan atau hukum untuk mengatur kehidupan antar sesama masyarakat 
agar terciptanya kedamaian serta kesejahteraan. Aturan tersebut yaitu 
hukum admnistrasi Negara, suatu hukum yang dapat mengatur hubungan 
antara perangkat Negara dengan masyarakat dan apabila masyarakat 
merasa dirugikan atas perbuatan dan/atau keputusan yang di lakukan oleh 
pejabat pemerintahan maka masyarakat dapat mencari keadilan di 
Peradilan Tata Usaha Negara. 
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata 
usaha negara. Sengketa tersebut timbul karena adanya hak-hak dari warga 
Negara yang tidak terpenuhi atau dirugikan oleh pemerintah serta adanya 
penyalahgunaan atau kesewenangan yang dilakukan oleh pejabat 
pemerintahan. Dengan demikian peradilan tata usaha Negara memberikan 
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perlindungan kepada warga negara atas tindakan dan/ atau keputusan 
pejabat pemerintahan yang tidak melakukan semestinya. 
Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 
dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman tertinggi yaitu Mahkamah Agung 
sebagai pengadilan tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan 
Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kotamadya/Kabupaten. 
Sedangkan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota 
provinsi, yang merupakan pengadilan tingkat kedua yang daerah 
hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara hanya terdapat pada Provinsi Medan, Jakarta dan Ujung Padang. 
Adapun pembinaan teknis peradilan, baik bagi Pengadilan Tata 
Usaha Negara maupun bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, 
administrasi dan keuangnya dilakukan oleh Departemen kehakiman. 34 
Untuk dapat diangkat sebagai hakim pada kedua badan pengadilan ini 
harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, hakim 
pada kedua badan peradilan ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
sebagai Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan 
persetujuan Mahkamah Agung. 
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah hukum yang 
mengatur bagaimana proses penyelesaian sengketa yang diajukan oleh 
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seseorang atau badan hukum perdata kepada pengadilan tata usaha Negara 
akibat tidak dilaksanakannya hukum administrasi baik prosedural maupun 
materil. Dengan kata lain hukum acara peradilan tata usaha Negara adalah 
hukum yang mengatur tentang cara-cara besengketa di peradilan tata usaha 
Negara, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam 
proses penyelesaian sengketa tersebut.35  
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Proses acara Peradilan Tata Usaha Negara bermula dari guagatan 
dan berakhir dengan putusan. Putusan adalah instrument badan peradilan 
dan pelaksanaannya adalah muara dari proses peradilan. Pada putusan 
konsepnya penyelesaian sengketa dirumuskan, sehingga fungsi konkret 
dari sanksi hukum administrasi menjadi nyata. Putusan hakim menurut 
Riduan Syahrani adalah pernyataan hakim, yang diucapkan dipersidangan 
terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa.36  
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “pengadilan bertugas dan 
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berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata 
usaha Negara”.   
Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 
menyatakan bahwa : 
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentinganya 
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat 
Mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang 
berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang 
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau 
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”   
 
Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2004 di atas terang bahwa seseorang atau badan hukum perdata sebagai 
subjek hukum dapat mengajukan gugata tertulis ke peradilan tata usaha 
Negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, dinyatakan 
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau 
rehabilitasi. Namun dengan disahknnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjadi objek sengketa 
tata usaha negara bukan hanya Keputusan Tata Usaha Negara namun juga 
termasuk tindakan faktual. 
Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1butir 
3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara, dan telah diubah tetapi hanya perubahan pada letaknya saja yang 
diatur dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang 
berbunyi : 
“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang 
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi 




perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, 
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi 
seseorang atau badan hukum perdata.” 
 
Dengan demikian kalau kita pilahkan elemen-elemen dari 
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 
diatas sebagai berikut: 
1. Penetapan tertulis; 
2. (oleh) badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; 
3. Tindakan hukum Tata Usaha Negara; 
4. Konkret-individual; 
5. Final; 
6. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.37 
Dalam kaitannya dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha 
Negara, berarti hanya penetepan tertulis yang bersifat konkrit, final dan 
individual saja yang dapat dijadikan objek sengketa pada Peradilan Tata 
Usaha Negara. Dengan kata lain, walaupun penetapan tertulis itu bersifat 
konkrit dan final tapi tidak ditujukan pada seseorang (bersifat umum), 
maka tidak dapat diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara.38 
Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan, membawa dampak perubahan yakni perluasan 
objek sengketa tata usaha negara, pertama, perluasana Keputusan Tata 
Usaha Negara, kedua, mengenai penyalahgunaan wewenang. Keputusan 
Tata Usaha Negara adalah pangkal sengketa tata usaha negara dapat 
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diketahui dengan menentukan apa yang menjadi tolak ukur sengketa tata 
usaha negara. Tolak ukur sengketa tata usaha negara adalah tlak ukur 
subjek dan pangkal sengketa. Tolak ukur subjek adalah para pihak yang 
bersengketa di bidang hukum administrasi, sedangkan tolak ukur pangkal 
sengketa yaitu sengketa administrasi yang diakibatkan oleh ketetapan 
sebagai hasil perbuatan adminitrasi negara.39 
Sengketa administrasi dapat dibedakan sengketa intern dan 
sengketa ekstern. Sengketa intern atau sengketa antara administrasi negara 
terjadi didalam lingkungan administrasi (TUN) itu sendiri, baik yang 
terjadi dalam satu dapartemen (instansi) maupun sengketa terjadi antara 
dapartemen (instansi). 40  Dengan demikian, sengketa intern adalah 
menyangkut persoalan kewenangan pejabat Tata Usaha Negara yang 
disengketakan dalam satu instansi atau kewenangan suatu intansi terhadap 
instansi lainnya, yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan, 
sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan. Sengketa ini juga disebut 
sebagai hukum antar wewenang.41 
Sengketa ekstern atau sengketa antara administrasi negara dengan 
masyarakat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa 
administrasi negara dengan rakyat sebagai subjek-subjek yang berpekara 
ditimbulkan oleh unsur peradilan administrasi yang murni yang 
mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah 
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satu pihak harus administrasi negara, yang mencakup adminitrasi negara di 
tingkat pusat, administrasi negara ditingkat daerah, maupun adminitrasi 
negara pusat yang ada di daerah.42 
Perbuatan administrasi negara (TUN) dapat dikelompokan ke 
dalam tiga macam perbuatan, yakni : mengeluarkan keputusan, 
mengeluarkan peraturan perundang-undangan, dan melakukan perbuatan 
materil. 43  Dalam melakukan perbuatan tersebut masih banyak pejabat 
pemerintahan melakukan tindakan dan/atau keputusan yang menyimpang 
dan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian yang terkena 
tindakan tersebut. 
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan sengketa yang timbul dalam 
bidang tata usaha Negara, baik dipusat  maupun di daerah, sebagai akibat 
dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa 
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.44 
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 diatas dapat diartikan bahwa yang 
menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa 
sebagai dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara oleh Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara termasuk dalam pengertian sengketa Tata 
Usaha Negara maupun sengketa kepegawaian. Jadi, Undang-Undang 
peradilan Tata Usaha Negara hanya menganut sengketa ekstern. Dan 
perbuatan atau tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menjadi 
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kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah yang menyangkut 
perbuatan atau tindakan mengeluarkan keputusan. 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan membawa konsekuensi sengketa intern 
menjadi Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 1 butir 7 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara : 
“Keputusan  Administrasi Pemerintahan yang juga disebut  
Keputusan Tata Usaha Negara atau  Keputusan Administrasi 
Negara  yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan 
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan  dan/atau  Pejabat 
Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.” 
 
Kemudian pengertian ini mengalami perluasan yang terdapat pada Pasal 
87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan yang berbunyi : 
“Dengan berlakunya  Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha 
Negara  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan 
UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009  harus dimaknai sebagai: 
a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; 
b. Keputusan  Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di 
lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara 
negara lainnya; 
c. Berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan dan AUPB; 
d. Bersifat final dalam arti lebih luas; 
e. Keputusan yang  berpotensi menimbulkan akibat hukum; 
dan/atau 
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.” 
 
Berdasarkan Pasal diatas bahwa kewenangan PTUN bukan lagi 
hanya keputusan yang bersifat individual konkret tapi termasuk tindakan 




kewenangan menguji tindakan faktual dari Peradilan Umum ke Peradilan 
Tata Usaha Negara, bukanlah hal yang mengherankan. Kemudian badan 
atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, dan 
penyelenggara negara lainnya, ini berarti pemuatan norma ini secara 
tekstual merupakan penegasan dari konsep bahwa Keputusan Tata Usaha 
Negara bukan hanya terbatas lingkup eksekutif saja. Sepanjang yang 
dilaksanakan adalah urusan pemerintah, dalam arti bukan fungsi legilasi 
maupun fungsi yudikasi, maka keputusan tersebut termasuk keputsan tata 
usaha negara.  
Final dalam arti luas, dalam penjelasan Pasal 87 huruf d Undang-
Undang Adminitrasi Pemerintahan, dikatakan bahwa final dalam arti luas 
diartikan mencakup keputusan yang diambil oleh badan atau pejabat yang 
berwenang.45 Selanjutnya keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat 
hukum, dapat ditafsirkan bahwa ketentuan ini lebih bersifat visioner, yakni 
mengasumsikan adanya potensi akibat hukum dari keputusan yang terbit. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan yang 
menjadi Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dengan cirri-ciri 
sebagai berikut : 
1. Yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata 
dengan badan atau pejabat tata usaha negara. 
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2. Objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara berupa 
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat 
tata usaha negara. 
3. Keputusan yang dijadikan objek sengketa berisi tindakan tata 
usaha negara. 
4. Keputusan yang dijadikan objek sengketa itu bersifat 
individual, konkret dan final yang menimbulkan akibat hukum 
bagi seseorang atau bdan hukum perdata. 
Berdasarkan perumusan ini mengandung arti bahwa, suatu 
Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat formal saja 
yang bisa dimohonkan penyelesaiannya pada Peradilan Tata Usaha 
Negara. 
Peroses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah para pihak 
dalam sengketa tata usaha negara yaitu seseorang atau badan hukum 
perdata sebagai pihak penggugat dan badan atau pejabat Tata Usaha 
Negara sebagai pihak tergugat. 46  Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) yang 
menjadi subjek sengketa tata usaha negara atau dengan kata lain yang 
berperkara di PTUN, adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai 
penggugat, dengan bdan dan/atau pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN 
berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan 
kepadanya sebagai tergugat. 
                                                        




Sesuai ketentuan Pasal 1 butur 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 
2009, maka hanya orang perdata yang berkedudukan sebagai subyek 
hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha 
Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Gugatan yang 
diajukan disyratakan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan 
menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Mereka 
yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk 
menggugat kepada panitera pengadilan yang akan membantu merumuskan 
gugatannya dalam bentuk tertulis.47 
Peradilan Tata Usaha Negara pokok gugatannya terbatas hanya 1 
(satu) macam tuntunan pokok yang berupa tuntutan agar KTUN yang telah 
merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. 
Tuntutan yang dibolehkan hanya berupa tutntutan ganti rugi dan hanya 
dalam sengketa kepegawaian saja yang dibolehkan adanya tuntutan 
tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.48 
Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara sebelum sengketa sampai di pengadilan, maka harus 
ditempuh upaya administrasi terlebih dahulu apabila diperintahkan 
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Namun dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hal 
permohonan tidak dapat dilakukan upaya administrasi. Dalam hal 
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berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang dapat dilakukan upaya 
administrasi. 
Upaya administrasi ini merupakan prosedur yang dapat ditempuh 
oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia merasa dirugikan 
terhadap suatau Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut 
dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri atau terdiri atas dua 
bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi lain dari 
yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut 
dinamakan Banding Administrasi. Dalam hal penyelesaian itu harus 
dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan 
keputusan, maka prosedur yang ditempuh tersebut keberatan.49 
Menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan sengketa Tata Usaha Negara 
diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan yang diajukan 
harus dalam bentuk tertulis, karena gugatan yang menjadi pegangan bagi 
pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. 
Menurut Philipus M. Hadjon 50  berdasarkan pasal 53 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara, dasar pengujian Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat 
adalah: 
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1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan Undang-
Undang itu mengatakan tiga hal pengertian “bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yakni apabila 
keputusan itu : 
a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan yang bersifat procedural/formal. 
b. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan yang bersifat materil/substansi. 
c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang 
tidak berwenang. 
2. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang bersifat 
procedural/formal merupakan KTUN yang cacat mengenai 
bentuknya dan biasanya menyangkut mengenai persiapan, 
terjadinya susunan atau pengumuman keputusan yang 
bersangkutan.51 Keputusan yang bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat 
materil/substansial adalah keputusan yang cacat mengenai 
isinya. 52  Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu 
mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
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telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud 
diberikan wewenang tersebut. 
3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan 
keputusan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), setelah mempertimbangkan semua 
kepentingan yang bersangkut dengan keputusan itu seharusnya 
tidak sampai pada pengambilan atau tidak megambil keputusan 
tersebut. Penjelasan undang-undang ini menyatakan bahwa dasar 
pembatalan sering disebut dengan larangan berbuat sewenang-
wenang. 
 
B. Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang 
Jika dilihat dari perspektif kajian hukum administrasi maka, 
pengaturan tentang penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam 
Pasal 3 UU Tipikor memiliki perbedaan redaksional dengan pengaturan 
yang terdapat dalam kajian hukum administrasi sebagaimana dalam Pasal 
21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan. Dalam Pasal 3 UU Tipikor menggunakan kalimat 
Penyalahagunaan Kewenangan, sedangkan dalam Pasal 21 Undang 
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
menggunakan istilah Penyalahgunaan Wewenang.  
Sebelum masuk pada pertentangan soal penyalahgunaan 




definisi wewenang dan kewenangan. Dalam konteks negara hukum, 
khususnya dalam hukum pemerintahan, diskursus tentang wewenang atau 
kewenangan bersumber konsep legalitas. Artinya pemerintah sebagai 
dalam melaksanakan urusan pemerintahan maupun berhubungan dengan 
kepentingan publik harus memiliki legalitas yaitu perbuatan atau tindakan 
yang bersumber pada hukum. Dengan adanya legalitas inilah kemudian 
melahirkan sebuah kewenangan atau wewenang untuk memerintah dan 
melaksanakan urusan pemerintahan lainnya. 
Dalam hukum administrasi dikemukakan bahwa tidak ada satu 
tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang 
yang sah. Oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi 
pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.53 Wewenang memiliki 
peran penting dalam tata hukum pemerintahan sehingga sebagai konsep 
inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Beberapa pakar 
tersebut menjelaskan konsep kewenangan dan wewenang dengan istilah 
dan substansi yang sama. Namun beberapa pakar juga membedakan 
konsep wewenang dan kewenangan secara teoritis. 
Berbagai literatur dan putusan-putusan pidana terdahulu pada 
umumnya menggunakan istilah Penyalahgunaan Kewenangan. 
Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang ombudsman yang menguraikan unsur dari pemenuhan 
suatu tindakan administrasi point kedua: “yang melampaui wewenang, 
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atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan 
wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban 
hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik”. Kewenangan adalah 
kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat 
peraturan- peraturan serta berhak mengharapkan kapatuhan terhadap 
peraturan-peraturan. Adapun pengertian kewenangan menurut Budihardjo 
adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan 
tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat 
hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak 
melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan 
tindakan tertentu.54 
Penyalahgunaan Kewenangan merupakan suatu kebijakan yang 
diberikan suatu pejabat ke pejabat lainya yang ditujukan untuk 
menjalankan pekerjaanya tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki 
pejabat tersebut dengan kata lain pejabat tersebut menyimpang dari 
wewenangnya. 
Terhadap perbedaan istilah penyalahgunaan wewenang dengan 
penyalahgunaan kewenangan, mantan Hakim Agung dan Hakim 
Konstitusi, Laica Marzuki berpendapat bahwa tidak ada hal yang substansi 
terhadap perbedaan tersebut dan murni hanya berbeda secara redaksional 
karena wewenang dan kewenangan memiliki makna yang relatif sama 
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yakni adanya kekuasaan yang diperoleh seseorang yang memiliki jabatan 
(pemerintahan) yang bersumber pada perundang-undangan.55 
 
1. Perbuatan penyalahgunaan wewenang ditinjau dari hukum 
administrasi 
Terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diukur dengan 
membuktikan secara faktual bahwa seorang pejabat telah 
menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus dapat 
dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang 
dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah 
diberikan kepada wewenang itu (bukan karena kealpaan). Pengalihan 
tujuan tersebut didasarkan atas interest pribadi, baik untuk 
kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.56 
Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang 
Administrasi Pemerintahan dinyatakan terjadi ketika “badan dan/atau 
pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan dan/atau melakukan 
tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, 
dan/atau bertindak sewenang-wenang.” 57  Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan melampaui wewenang ketika keputusan dan/atau 
tindakan yang dilakukan dengan:58 
a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; 
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b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau 
c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 
Larangan penyalahgunaan wewenang Undang-Undang 30 
Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan 
dilarang menyalahgunakan wewenang, ayat (2) larangan 
penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi; a).Larangan melampaui wewenang, b). Larangan 
mencampuradukan wewenang dan/ atau c). Larangan bertindak 
sewenang-wenang. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat 
pemerintahan yang berwewenang, penggunaan diskresi bertujuan 
untuk; melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi 
kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi 
stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan 
kepentingan umum. Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah 
alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat 
sesuai dengan ketentuan perundangundangan, dan wajib menguraikan 
maksud, tujuan, serta dampak administrasi dan keuangan dalam waktu 
5 hari kerja setelah berkas diterima, atasan pejabat menetapkan 
persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan. 
Dalam mengklasifikasi perbuatan melawan hukum terhadap 
tindakan penyalahgunaan wewenang secara administratif oleh aparatur 
pemerintah, maka didalam pembahasan ini akan dideskripsikan 




melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak 
sewenang-wenang. Berikut merupakan penjelasan dimaksud: 
1) Malampaui wewenang 
Secara sederhana penyalahgunaan wewenang terjadi karena 
adanya wewenang atau dengan istilah lain adanya kekuasaan 
(power). Penyalahgunaan wewenang berarti terdapat tindakan 
yang dilakukan oleh si pemegang wewenang di luar koridor 
kewenangannya dan hal tersebut mengakibatkan kerugian 
negara. Ketika terdapat kerugian negara akibat penyalahgunaan 
kewenangan, maka dalam konteks hukum pidana masuk dalam 
kategori melawan hukum (wederrechtelijkheid). Dalam kurun 
waktu satu dekade pasal penyalahgunaan kewenangan tersebut 
melekat dan eksis dalam rezim hukum pidana yakni sebagai 
salah satu unsur tindak pidana korupsi.  
Namun sejatinya wacana atau kajian tentang wewenang 
atau kewenangan dalam sebuah tata pemerintahan merupakan 
domain hukum administrasi negara. Namun pada faktanya 
sejak tahun 1999 perumus UU di negeri ini menempatkan salah 
satu kajian hukum administrasi negara yakni wewenang dalam 
melaksanakan pemerintahan termasuk halnya ketika terjadi 
penyalahgunaan wewenang menjadi bagian dari tindak pidana, 
khususnya pidana korupsi. 




Kategori  tindakan  mencampuradukkan wewenang  yang  
dilakukan  oleh  badan  dan /atau  pejabat  pemerintah  
sebagaimana  yang tercantum  di  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  
yaitu apabila  keputusan  dan/atau  tindakan  yang dilakukan di  
luar cakupan bidang  atau materi wewenang  yang  diberikan;  
dan/atau bertentangan  dengan  tujuan  wewenang  yang 
diberikan. Memperhatikan  hal  tersebut,  maka seorang  
pejabat  TUN  dikatakan mencampuradukkan  wewenang  
dapat dikategorikan  dalam  2 (dua)  indikator  yaitu: pertama,  
apabila  dalam  pelaksanaan wewenangnya tersebut  
menjangkau hal-hal  di luar  cakupan  bidang  atau  materi  
wewenang yang  diberikan;  kedua,  bertentangan  dengan 
tujuan  wewenang  yang  diberikan.  Untuk indikator  pertama  
agak  mudah  merumuskan dan  mendefinisikannya  mengingat  
setiap wewenang  secara  rigid  dan  sistematis  telah diatur 
batas-batas cakupan bidang dan materi wewenang. Namun 
indikator yang kedua akan berpotensi  menjadi  multitafsir  
karena  yang dijadikan  acuan  adalah  hal-hal  bersifat 
filosofis, yakni tujuan diberikannya wewenang tersebut.  
Apabila  tujuan  diberikan  wewenang tertentu  telah  
dirumuskan  dan  ditetapkan dalam sebuah ketentuan 
perundang-undangan, maka penerapan atau penafsiran tentang 




perdebatan  konseptual.  Hal  tersebut  akan berbeda apabila 
rumusan tujuan diberikannya wewenang  telah  tercantum  
dalam  sebuah ketentuan perundang-undangan karena konteks 
tersebut  tidak  lagi  menunjuk  kepada  pejabat TUN  yang  
melanggar  tujuan  diberikannya wewenang,  namun  
penyebutannya  adalah dalam melaksanakan wewenangnya 
melanggar ketentuan  perundang-undangan  (yang mengatur  
soal  tujuan  diberikannya wewenang).  
3) Bertindak Sewenang-wenang 
Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan dikategorikan  
bertindak  sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal l7 ayat (2) huruf  c  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun 
2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan apabila  Keputusan  
dan/atau  Tindakan  yang dilakukan:  a.  tanpa  dasar  
Kewenangan; dan/atau  b.  bertentangan  dengan  Putusan 
Pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  
Seorang  pejabat  yang  bertindak  tanpa  dasar kewenangan  
maka  disebut  bertindak sewenang-wenang.  Pun  demikian  halnya 
apabila  seorang  pejabat  yang  mengeluarkan keputusan yang  
bertentangan  dengan  putusan yang berkekuatan hukum tetap,  maka 
pejabat tersebut  dianggap  bertindak  sewenang-wenang. Kriteria 
melakukan tindakan tanpa dasar kewenangan  dalam  praktek  mudah  




dasarnya  setiap  kewenangan  memiliki landasan  hukum  sebagai  
sumber  legitimasi kewenangan.   
Dalam  kajian  hukum administrasi  sumber  kewenangan  
yang dimiliki  oleh  pejabat  TUN  itu  digolongkan dalam  3  (tiga)  
sumber  kewenangan  yakni bersumber  secara  atribusi,  delegasi  dan 
mandat.  Wewenang  yang  memiliki  sumber legitimasi atribusi  
apabila kewenangan secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 
atau Undang-Undang. Misalnya Komisi Pemilihan Umum  berwenang  
menyelenggarakan pemilihan  umum  dan  atau  pemilihan  kepala 
daerah  serentak  yang  wewenang  itu  diatur dalam Undang-Undang 
(UU). Undang Undang Nomor  30  Tahun 2014  tentang  Administrasi 
Pemerintahan  mendefinisikan  makna  atribusi adalah pemberian 
Kewenangan kepada Badan dan/atau  Peiabat Pemerintahan  oleh  
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  
atau  Undang-Undang.59 Kewenangan  yang  bersumber  dari Delegasi 
adalah  kewenangan sebuah  insititusi atau  struktur  pemerintahan  
tertentu  yang bersumber  dari  kewenangan  intitusi pemerintahan  
lainnya  yang  setara  atau  yang lebih tinggi. Menurut Undang 
Undang Nomor 30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan,  
Delegasi  adalah  pelimpahan Kewenangan  dari  Badan  dan/atau  
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau  
Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih rendah dengan tanggung  jawab 
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dan tanggung gugat  beralih  sepenuhnya  kepada  penerima 
delegasi.60  
Sedangkan  sumber  delegasi  yang bersifat mandat adalah 
pelimpahan wewenang dari  jabatan  tertentu  ke jabatan  atau  instansi 
lain  namun  pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang tersebut 
tetap melekat pada instansi atau jabatan yang memberikan mandat. 
Dalam Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  
Administrasi  Pemerintahan,  Mandat adalah  pelimpahan  
Kewenangan  dari  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  
lebih tinggi  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  yang  
lebih  rendah  dengan tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  tetap 
berada  pada  pemberi  mandat.61 
Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa Peradilan 
Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan 
memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang 
dilakukan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melakukan 
penyalahgunaan wewenang tersebut. 
Penyalahgunaan wewenang dapat dijadikan objek sengketa tata 
usaha negara apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 
merasa dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawas intern 
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pemerintah (APIP), mengajukan permohonan ke Peradilan Tata Usaha 
Negara. Dalam Pasal 1 butir 5 menegaskan bahwa: 
“permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis 
kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak adanya unsur 
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam keputusan dan/atau 
tindakan.” 
 
Berdasarkan pasal diatas terang bahwa pengajuan permohonan 
merupakan permintaan secara tertulis, oleh Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan. Berbeda dengan pengajuan gugatan KTUN, disana ada 
pihak yang digugat. Sedangkan, pada pengajuan permohonan tidak 
ada para pihak.  
2. Perbuatan penyalahgunaan wewenang ditinjau dari hukum 
pidana 
Penyalahgunaan kewenangan juga diatur dalam hukum pidana 
yaitu terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana telah diubah 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak 
pidana korupsi yang berbunyi : 
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 





Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi 
diatas sudah sangat jelas mengatakan salah satu unsur dari korupsi 
yaitu menyalahgunaan kewenangan, sehingga penyalahgunaan 
kewenangan juga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi dalam mengadili perbuatan penyalahgunaan 
wewenang. 
Konsep penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana 
korupsi tetap mengacu pada konsep penyalahgunaan wewenang dalam 
hukum administrasi. Disamping itu, konsep penyalahgunaan 
wewenang dalam tindak pidana korupsi harus juga mengacu pada 
rumusan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu 
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk/jenis 
tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan 7 macam. 
Sebagai berikut :62 
a. Perbuatan yang Merugikan Negara 
b. Suap – Menyuap 
c. Penyalahgunaan Jabatan atau wewenang 
d. Pemerasan 
e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan 
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f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaang.  
g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah) Korupsi 
jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi dan Pasal 12C UU Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
Dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Tipikor baik 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No 
20 Tahun 2001 tidak diatur secara paradigmatik tentang latar 
belakangnya dijadikannya unsur penyalahgunaan kewenangan sebagai 
bagian dari tindak pidana korupsi.  
Kewenangan hukum pidana dalam hal penyalahgunaan 
kewenangan adalah terletak pada akibat dari penyalahgunaan tersebut 
yakni, adanya kerugian negara yang melahirkan tindakan melawan 
hukum (wederrechtelijkheid). Dalam menguji kewenangan yang 
dimiliki oleh pejabat yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan 
maka tolak ukurnya adalah peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang sumber kewenangan serta substansi diberikannya 
kewenangan tersebut kepada pejabat tertentu.63 
Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah penyalahgunaan 
kewenangan yang dalam sehari-hari kajian tersebut terkait dengan 
jabatan dan kedudukan tertentu dalam birokrasi pemerintahan. Artinya 
ada korelasi antara jabatan dengan potensi tindak pidana. Suatu 
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dakwaan tindak pidana yang dikaitkan dengan unsur kewenangan, 
atau jabatan, atau kedudukan maka dalam mempertimbangkan tidak 
dapat dilepaskan dari aspek hukum administrasi negara yang 
memberlakukan prinsip pertanggungjawaban jabatan, yang harus 
dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban pribadi dalam hukum 
pidana.64 
Indriyanto Seno Adji memberikan prespektif tentang 
penyalahgunaan kewenangan dalam tiga bentuk : 
1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan 
yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk 
menguntungkan pribadi, kelompok, atau golongan; 
2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat 
tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi 
menyimpang dari tujuan diberikannyakewenangan tersebut oleh 
undang-undang atau peraturan-peraturan lain; 
3) Penyalahgunaan yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai 
tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar 
terlaksana.65 
Tiga bentuk pengertian tersebut secara makna lebih dominan 
pada kajian hukum administrasi. Secara normatif dalam Undang-
Undang Tipikor, dengan tidak adanya penjelasan yang detail dan 
terperinci terhadap ketentuan mengenai perbuatan penyalahgunaan 
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wewenang maka terdapat keterbatasan dalam memahami makna 
penyalahgunaan wewenang dalam pemberantasan tindak pidana 
korupsi ditinjau dari prespektif hukum pidana. Meskipun demikian 
pengaturan tentang tindak pidana akibat penyimpangan wewenang 
atau kewenangan seorang pejabat dalam hukum pidana bukanlah hal 
yang baru karena peraturan mengenai hal tersebut sudah diatur dalam 
Undang-Undang KUHAP. Dalam kitab Hukum Undang-Undang 
Pidana sesungguhnya juga diatur tentang penyalahgunaan wewenang 
bagi pihak yang memegang kekuasaan. Hal tersebut diatur dalam 
beberapa pasal dalam KUHAP yaitu terdapat pada Pasal 417, 418, 
419, 420, 421, 422, 423, 424 KUHAP  PAsal 417 yang berbunyi : 
“Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas 
menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk 
sementara waktu, yang sengaja menggelapkan, 
menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat 
dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna 
meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang 
berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang 
dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain 
menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin 
tak dapat di pakai barang-barang itu, atau menolong sebagai 
pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” 
 
Pada perkembanganya, kehadiran Pasal 3 Undang-Undang 
Tipikor memberikan prasyarat terhadap unsur melawan hukum ketika 
terjadi penyalahgunaan kewenangan yakni, apabila terjadi unsur dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut 
Wiryono, yang dimaksud dengan meurugikan adalah sama artinya 




demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan 
negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara 
atau berkurangnya keuangan negara. 66  Unsur dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara inilah yang menjadi 
pembeda pengaturan penyalahgunaan kewenangan di KUHAP dengan 
Undang-Undang Tipikor. Karena lahirnya Undang-Undang 
Administrasi Pemerintahan, maka pengaturan tentang unsur dapat 
merugikan keuangan negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan 
kewenangan tidak lagi murni dalam pendekatan hukum pidana, namun 
juga melalui pendekatan hukum administrasi.67 
Apabila  dilihat  dari  perspektif  hukum pidana,  maka  dalam  
penjelasan  Pasal  3 UndangUndang Tipikor baik Undang Undang 
Nomor  31  Tahun  1999  maupun  Undang Undang  Nomor  20  
Tahun  2001  tidak  diatur secara  paradigmatik  tentang  latar  
belakang dijadikannya  unsur  penyalahgunaan kewenangan sebagai 
bagian dari tindak pidana korupsi.  Dalam  pandangan  penulis,  hal  
ini mengingat  kajian  tentang  wewenang  atau kewenangan berikut 
yang terkait dengan topik-topik  yang  terkait  dengan  kewenangan 
misalnya  penyalahgunaan  wewenang, sewenang-wenang  dan  
melampaui kewenangan  sejatinya  adalah  kajian  dari hukum 
administrasi negara. 
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 Sesungguhnya  titik  tekan  kewenangan hukum  pidana  
dalam  hal  penyalahgunaan kewenangan  adalah terletak  pada  akibat  
dari penyalahgunaan  tersebut  yakni,  adanya kerugian  negara  yang  
melahirkan  tindakan melawan hukum (wederrechtelijkheid). Dalam 
menguji  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pejabat  yang  
melaksanakan  kekuasaan pemerintahan  maka  tolak  ukurnya  adalah 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang  sumber  
kewenangan  serta  substansi diberikannya  kewenangan  tersebut  
kepada pejabat  tertentu.  Hal  yang  sama  dengan menguji sebuah  
keputusan tata  usaha  negara, maka  untuk  menguji  sah  tidaknya  
sebuah keputusan TUN maka yang dijadikan batu uji adalah  
ketentuan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  penerbitan  
keputusan tersebut  bukan  pada  orang  (person)  yang menerbitkan  
Surat  Keputusan  (SK)  tersebut. Penilaian  sah  tidaknya  suatu  
keputusan  tata usaha  negara  dalam  hukum  administrasi dilakukan  
dengan  penelaahan  terhadap keterkaitan  peraturan  perundang-
undangan atau  norma berjenjang).68 Sementara dalam  kajian  hukum  
pidana  pengujian terhadap  ada  tidaknya  tindak  pidana berdasarkan 
asas legalitas. 
Topik  utama  dari Pasal 3 UU Tipikor adalah  Penyalahgunaan  
kewenangan  yang dalam  sehari-hari  kajian  tersebut  terkait dengan 
jabatan dan kedudukan tertentu dalam birokrasi  pemerintahan.  
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Artinya  ada  korelasi antara  jabatan  dengan  potensi  tindak  pidana. 
Suatu  dakwaan  tindak pidana  yang dikaitkan dengan  unsur/elemen  
”kewenangan"  atau ”jabatan”  atau  ”kedudukan”,  maka  dalam 
mempertimbangkannya tidak dapat dilepaskan dari  aspek  hukum  
administrasi  negara  yang memberlakukan  prinsip  
pertanggungjawaban jabatan  (liability  jabatan),  yang  harus 
dipisahkan  dari  prinsip  pertanggungjawaban pribadi  (liability  
pribadi)  dalam  hukum pidana.69 
Perbuatan penyalahgunaan kewenangan pada tindak pidana 
korupsi diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 
Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-undang Nomor 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan Bahwa 
pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan 
peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. 
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Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai Pengadilan 
Tipikor dalam suatu undang-undang tersendiri.70 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan 
khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. 71  Ketentuan 
tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang 
Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, yang menghendaki pembentukan pengadilan 
khusus diatur dalam undang-undang tersendiri.72 
Dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 46 
Tahun 2009 dinyatakan, Pengadilan Tindk Pidana Korupsi adalah 
Pengadilan Khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum dan 
pengadilan satu-satunya yang memiliki wewenang memeriksa, 
mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang 
penuntutannya diajukan oleh penuntut umum dari komisi 
pemberantasan korupsi.73 
Pada awalnya pengadilan tipikor hanya dibentuk pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi 
seluruh wilayah Indonesia. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004. Semua perkara korupsi 
yang masuk ke pengadilan tipikor dapat berasal dari wilayah manapun 
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di seluruh Indonesia tanpa memandang diamana tempat terjadinya 
tindak pidana (locus delicti). Sehingga pada waktu itu, pengadilan 
tipikor melaksanakan konsep sentralisasi atau terpusat. Namun 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang 
Pengadilan Tipikor, maka pengadilan tipikor yang awalnya 
sentralisasi berubah menjadi desentralisasi karena dibentuk diseluruh 
ibu kota kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 74  Hal tersebut dapat 
dilihat dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang 
pengadilan tipikor yang berbunyi : 
“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap 
ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah 
hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.” 
 
Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang 
berhak mengadili tindak pidana korupsi yang termasuk terdapat unsur 
penyalahgunaan kewenangan. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 
46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor dinyatakan secara tegas 
yang berbunyi : 
“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya 
pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus 
perkara tindak pidana korupsi.” 
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang 
memriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi yang penuntutuannya 
diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada hakikatnya, 
berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 
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tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas Komisi 
Pemberantasan Korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, 
dan penuntutan tindak pidana korupsi.75 
Mengadili tindak pidana korupsi berbeda dengan penanganan 
perkara tindak pidana umum. Dalam aspek ini berdasarkan ketentuan 
Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, penanganan 
perkara pidana korupsi baik di tingkat Pengadilan 
Negeri/Tinggi/Mahkamah Agung dilakukan dengan majelis hakim 
yang terdiri lima orang yaitu dua orang Hakim Karier dan tiga orang 
Hakim Ad-Hoc juga terdiri dari hakim pada tingkat Pengadilan 
Negeri, Pengadilan Tinggi,dan Mahkamah Agung RI. 
Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (Sembilan puluh) 
hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan batas waktu 90 (Sembilan puluh) 
hari ini imperatif sifatnya, sehingga konsekuensi logisnya apabila 
pemeriksaan perkara belum selesai sebagaimana tenggang waktu yang 
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KOMPETENSI ABSOLUT PTUN DALAM MENGADILI 
PERBUATAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG 
  
 Kompetensi absolut adalah kewenangan memeriksa/mengadili 
perkara berdasarkan pembagian wewenang/tugas (atribusi kekuasaan). 
Karena lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kompetensi 
absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara menjadi diperluas salah satunya 
yaitu mengadili perbuatan penyalahgunaan wewenang. Kompetensi 
absolut dari PTUN diatur pada Pasal 21 Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan. Dalam mengadili perbuatan penyalahgunaan wewenang 
pada PTUN adanya Upaya adminsitratif yang berupa banding yang 
diajukan ke PTTUN.  Maka sebelum membahas mengenai kompetensi dari 
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Penyalahgunaan 
wewenang maka di jelaskan terlebih perbuatan penyalahgunaan menurut 
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Kemudian baru dijelasi 
mengenai kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha dalam mengadili 
perbuatan penyalahgunaan wewenang serta upaya administratif dalam 
mengadili perbuatan penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara. 
A. Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang berdasarkan Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan. 
Jika dilihat dari perspektif kajian hukum administrasi dalam 




Pemerintahan. Dalam Pasal 3 UU Tipikor menggunakan kalimat 
Penyalahagunaan Kewenangan, sedangkan dalam Pasal 21 Undang 
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
menggunakan istilah Penyalahgunaan Wewenang.  
Penyalahgunaan Kewenangan merupakan suatu kebijakan 
yang diberikan suatu pejabat ke pejabat lainya yang ditujukan untuk 
menjalankan pekerjaanya tidak sesuai dengan kewenangan yang 
dimiliki pejabat tersebut. Indriyanto Seno Adji, memberikan 
pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapat 
Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya “detournement de pouvoir” 
dengan “Freiss Ermessen”, penyalahgunaan wewenang dalam hukum 
administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :77 
1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan 
yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk 
menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. 
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat 
tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi 
menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh 
undang-undang atau peraturan-peraturan lain; 
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur 
yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, 
tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. 
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Undang-Undang No. 30 tahun 2014, tidak memberikan 
pejelasan yang eksplisit tentang penyalahgunaan wewenang, akan 
tetapi memberikan bentuk larangan penyalahgunaan wewenang 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 30 
Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan, menyebutkan;  
1) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dilarang 
menyalahgunakan  wewenang. 
2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a) Larangan melampaui wewenang; 
b) Larangan mencampuradukkan wewenang; dan 
c) Larangan bertindak sewenang-wenang. 
Sesungguhnya kewenangan atau wewenang memiliki 
kedudukan dan peranan sangat penting dalam kajian hukum tata 
negara dan hukum administrasi, sehingga dapat diartikan bahwa 
wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum 
administrasi dan penentuan sebuah tindakan maladministrasi yang 
berujung pada kerugian negara. Oleh karena itu jelas dan terang unsur 
menyalahgunakan wewenang ataupun Penyalahgunaan Wewenang 
merupakan ujung tombak dari Tindak Pidana Korupsi, sebelum 
penentuan Unsur merugikan keuangan negara , maka untuk itu harus 
diuji terlebih dahulu apakah seseorang Tersangka atau Terdakwa yang 
didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah melakukan 
penyalahgunaan wewenang. 
Dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan yang berhubungan dengan dugaan 




pejabat pemerintahan seharusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu 
secara administrasi, kemudian apabila berdasarkan putusan pengadilan 
telah terbukti bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung 
3(tiga) unsur yang termasuk dalam ranah pidana yaitu ancaman, suap, 
dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka 
atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan melalui 
proses pidana. 
Menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
pemerintahan dalam menyelesaikan kerugian negara itu dibentuk 
sebuah badan yakni APIP. Badan ini bertugas untuk memeriksa 
pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 17 UU No. 30 
Tahun 2014. Jika hasil pengawasan APIP terdapat kesalahan 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan 
tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga jika hasil APIP 
berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian 
keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 
dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 hari 
kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. 
Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi 




Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan yang menentukan terjadi kerugian negara itu adalah 
BPK. Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah ditemukan 
unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK)  menindaklanjutinya 
sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada (Pasal 62 ayat 
(2) UU No. 1 Tahun 2004).  
B. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam 
Mengadili Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang. 
Adanya perubahan pada Peradilan Tata Usaha Negara yang 
lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan yaitu menyebabkan perluasan kompetensi absolut dari 
Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan yang signifikan terjadi 
terhadap Keputusan Tata Usaha Negara. Selain adanya objek sengketa 
baru berupa tindakan faktual Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara 
juga dapat menilai atau menguji ada atau tidak adanya unsur 
penyalahgunaan wewenang yang mana telah diatur dalam Pasal 21 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan. 
 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan 
Keputusan Administrasi pemerintahan disebut juga keputusan tata 
usaha negara akan tetapi konsepnya berbeda. Hakim-hakim dalam 




Oktober 2014, harus secara cermat mempertimbangkan Keputusan tata 
usaha negara mendasarkan pada UUAP. 
Peradilan Tata Usaha Negara dalam  menangani  obyek  
berupa  tindakan  administrasi  pemerintahan (Pasal 1 angka  8  
UUAP) yang  semula diuji oleh  pengadilan di  lingkungan peradilan 
umum melalui Perbuatan melawan Hukum oleh Pejabat menggunakan 
Pasal 1365  KUHPerdata.  Terdapat perubahan peralihan yang diatur 
pada  Pasal  85  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 
administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa : 
1) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang 
sudah didaftarkan pada pengadilan umum  tetapi belum 
diperiksa, dengan berlakunya  Undang-Undang  ini dialihkan 
dan diselesaikan oleh Pengadilan. 
2) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang 
sudah didaftarkan pada pengadilan  umum  dan sudah 
diperiksa,  dengan berlakunya  Undang-Undang ini tetap 
diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan 
peradilan umum. 
3) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan oleh pengadilan umum yang memutus. 
Penjelasan pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintah mengatakan Pengajuan  
gugatan sengketa  Administrasi Pemerintahan  yang sudah  
didaftarkan pada  pengadilan  umum  baik pada Perdata dan Pidana 
tetapi  belum  diperiksa,  dengan  berlakunya  Undang-Undang  ini  
dialihkan ke Peradilan Tata Usaha Negara. 
Pada perdata Perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 




seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang 
menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi dengan melakukan 
gerakan, atau apabila seseorang enggan melakukan keharusan sudah 
melanggar keharusan, sehingga menimbulkan kerugian pada orang 
lain.78 
Perbuatan melawan hukum yang awalnya diadili pada 
pengadilan umum setelah adanyan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan berubah peralihan dan diadili 
pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena perbuatan melawan 
hukum merupakan salah satu perbuatan penyalahgunaan wewenang. 
Pada hakekatnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan 
oleh penguasa bertalian erat dengan Peradilan Tata Usaha Negara. 
Hingga kini peradilan administrasi yang sangat dibutuhkan  itu belum 
terbentuk, hanya secara khusus ditunjuk badan-badan atau panitia-
panitia tertentu, seperti misalnya panitia penyelesaian perselisihan 
perburuhan.79 
Penyalahgunaan wewenang awalnya diatur pada hukum pidana 
yakni terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang mana salah 
satu unsur penyalahgunaan wewenang merupakan tindak pidana 
korupsi. Pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Perbuatan 
penyalahgunaan wewenang diatur pada pasal 21 yang menyatakan 
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bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menguji ada atau 
tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan 
seseorang/pejabat Tata Usaha Negara. 
Pengaturan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan bukan hanya menguji 
penyalahgunaan wewenang dalam segi unsur pidananya, namun juga 
aspek administrasinya. Terlebih lagi bahwa dugaan penyalahgunaan 
wewenang selama ini dalam konteks kasus korupsi hanya ditempatkan 
sebagai dakwaan subsidier, bukan dakwaan primer namun satu paket 
dalam dakwaan tindak pidana korupsi. 
Keberadaan sarana hukum ini memberikan ruang perlindungan 
hukum bagi pejabat pemerintahan atas keputusan atau tindakan yang 
dibuatnya. Jika sebelumnya, seorang pejabat yang diduga 
menyalahgunakan wewenang (terutama terkait korupsi) ditetapkan 
sebagai tersangka langsung diperiksa di peradilan Tipikor, maka 
melalui sarana ini, pejabat yang bersangkutan dapat mengajukan 
permohonan kepada Peradilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu 
untuk memeriksa dan memastikan ada atau tidak adanya unsur 
penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan yang 
telah dilakukannya.80 
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Undang-Undang Administrasi Pemerintahan melakukan upaya 
kemajuan dalam pengawasan internal pemerintah agar dapat 
memastikan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang 
yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.Kemudian, Undang-Undang 
Administrasi Pemerintahan merevitalisasi lembaga-lemabaga 
pengawasan internal yang selalu ada namun tidak memiliki fungsi 
selayaknya sebagai pengawasan internal pemerintahan. 
Khusus dalam mengawasi penyalahgunaan wewenang, 
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur adanya 
lembaga khusus yang disebut Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalm Undang-Undang 
Administrasi Pemerintahan diatur dalam pasal 20 yang berbunyi : 
1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan 
oleh  aparat pengawasanintern pemerintah. 
2) Hasil pengawasan  aparat pengawasan intern pemerintah  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a) tidak terdapat kesalahan; 
b) terdapat kesalahan administratif; atau 
c) terdapat  kesalahan administratif yangmenimbulkan 
kerugian keuangan negara. 
 
Desain pembentukan APIP ini sesungguhnya memiliki postur 
dan fungsi yang hampir sama dengan Inspektorat Jenderal (Irjen) yang 
selama ini ada di setiap lembaga pemerintahan. Inspektorat Jenderal 




menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian.81 
Tugas dan fungsi Irjen memiliki APIP yang diatur dalam Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 20 diatas yakni salah 
satunya mengawasi kewenangan pejabat pemerintah. 
Berdasarkan Pasal 20 tersebut diatas terlihat bahwa keberadaan 
dari APIP tidak lepas dari antisipasi dan merupakan model 
penyelesaian masalah apabila terdapat tindakan penyalahgunaan 
wewenang, menurut Pasal 20 tersebut ada 3 kondisi yang 
kemungkinan terjadi dalam hasil pengawasan yang dilakukan oleh 
APIP, yakni 1) tidak ada kesalahan, 2) terdapat kesalahan 
administrasi, 3) terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan 
kerugian keuangan negara.82 
Kompetensi PTUN menguji keabsahan tindakan pemerintahan 
dari segi hukum (legalitas).Konsep penyalahgunaan wewenang dalam 
UUAP merupakan kesalahan pejabat pribadi (maladministrasi).Untuk 
itu, tidaklah tepat pertanggungjawaban pribadi menjadi kompetensi 
PTUN. Selain itu rumusan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17 
ayat (2) UUAP; 
a. larangan melampaui Wewenang; 
b. larangan mencampuradukkan Wewensang; dan/atau 
c. larangan bertindak sewenang-wenang. 
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Pada umumnya tindakan sewenang-wenang di pahami sebagai 
sebuah tindakan oleh pejabat pemerintah yang tidak berdasarkan 
landasan hukum dan peraturan perundang-undangan dengan 
wewenang tersebut. Menurut Abdul Latif, tindakan sewenang-wenang 
pada hakikatnya suatu tindakan yang tidak berdasar pada aturan 
hukum atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tindakan 
tersebut irrasional, oleh karenanya untuk mengukur ada tidaknya 
tindakan sewenang-wenang parameternya adalah asas rasionalitas.83 
Pada Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahah 
tersebut menjelaskan bahwa penyimpangan terhadap larangan 
penyalahgunaan wewenang berimlikasi pada 2 (dua) faktor yakni, 
yang pertama, berimplikasi pada sah atau tidak sahnya suatu 
keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah 
akibat melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, 
berimplikasi pada batalnya suatu keputusan dan/atau tindakan yang 
dilakukan pejabat pemerintah akibat perbuatan penyalahgunaan 
wewenang. 
Dalam pengujian keputusan atau tindakan administrsi, 
keputusan atau tindakan yang tidak sah memiliki implikasi hukum 
bahwa keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh 
Pejabat Pemerintah dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada 
keadaan semula sebelum keputusan dan atau tindakan ditetapkan atau 
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dilakukan dan segala akibat hukum dianggap tidak pernah ada. 
Sedangkan surat keputusan atau tindakan dinyatakan batal 
berimplikasi pada keputusan yang disengketakan dipandang sah 
sampai dengan saat hakim menyatakan batal Keputusan Tata Usaha 
Negara yang disengketakan.84 
Pengujian terhadap adanya dugaan unsur penyalahgunaan 
wewenang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai 
peradilan yang berwenang menguji, menyelesaikan sengekta 
administrasi. Formula tersebut kemudian tercantum dalam Pasal 21 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan85 yang berbunyi : 
1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan 
memutuskan ada atau  tidak ada unsur penyalahgunaan  
Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. 
2) Badan dan/atau Pejabat  Pemerintahan dapat mengajukan 
permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak 
ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan 
dan/atau Tindakan.” 
Dalam Pasal 21 diatas dinyatakan sangat jelas bahwa Peradilan 
Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, dan memutus 
ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang 
dilakukan oleh pejabat pemerintah, yang kemudian dijabarkan dengan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman 
beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. 
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Semula sengketa TUN dimaknai sebagai sengketa yang 
bersifat partai yaitu antara orang atau badan hukum perdata sebagai 
penggugat dan Badan atau Pejabat TUN sebagai tergugat. Dengan 
PERMA 4 Tahun 2015 sengketaTUN dalam UU PTUN diperluas 
dengan bentuk permohonan yang diajukan oleh Badan atau Pejabat 
Pemerintahan. Sehingga mekanisme pengawasan yudisial yang 
dilakukan oleh PTUN tidak hanya melalui mekanisme suatu gugatan 
oleh orang atau badan hukum perdata, tetapi juga melalui mekanisme 
suatu permohonan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan.Pola ini 
menuntut sebuah kemampuan bagi hakim PTUN untuk menanggalkan 
paradigma pengujian dengan logika kalah dan menang. Namun 
dengan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang ini, paradigma 
lebih berorientasi pada benar dan tepatnya sebuah analisa atau kajian 
terhadap materi yang dimohonkan.86 
Substansi PTUN dalam pengujian unsur penyalahgunaan 
wewenang berkaitan dengan subjek permohonan dan objek 
permohonan. PERMA No. 4 Tahun 2015 tidak menjelaskan secara 
jelas siapa yang menjadi pemohon dan siapa yang menjadi termohon. 
Subjek yang menjadi pemohon dalam pengujian unsur 
penyalahgunaan wewenang dapat dilihat dari rumusan Pasal 21 ayat 
(2) UUAP dan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2015. Ketentuan tersebut 
memperlihatkan bahwa pemohon dalam pengujian unsur 





penyalahgunaan wewenang adalah Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan. Pada Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2015 yang 
berbunyi: 
“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merasa 
kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat 
pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan 
kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar 
keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan dinyatakan 
ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang”. 
 
Terdapat perbedaan konteks permohonan antara Badan 
Pemerintahan dan Pejabat Pemerintahan sebagai pemohon yang 
melakukan unsur penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut dapat 
dilihat dari hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan 
yang dirumuskan Pasal 4 ayat (1) huruf d PERMA No. 4 Tahun 2015. 
Dalam hal pemohon adalah Badan Pemerintahan, permohonan yang 
diajukan kepada PTUN adalah menyatakan keputusan dan/atau 
tindakan Pejabat Pemerintahan ada unsur penyalahgunaan wewenang 
serta menyatakan batal atau tidak sah keputusan dan/atau tindakan 
Pejabat Pemerintahan.Sebaliknya jika pemohon adalah Pejabat 
Pemerintahan, permohonan yang diajukan kepada PTUN adalah 
menyatakan keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan tidak 
ada unsur penyalahgunaan wewenang. 
Jika dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (5) dan (6) UUAP yang 
memberikan perbedaan pembebanan pengembalian kerugian negara, 




Tahun 2015 terkait hal permohonan yang dimohonkan oleh Badan 
Pemerintahan atau Pejabat Pemerintahan. Jika Badan Pemerintahan 
sebagai pemohon maka hal yang dimohonkan adalah menyatakan 
keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan ada unsur 
penyalahgunaan wewenang sehingga sesuai Pasal 20 ayat (6) UUAP 
pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Pejabat 
Pemerintahan. Jika Pejabat Pemerintahan sebagai pemohon maka hal 
yang dimohonkan adalah menyatakan keputusan dan/atau tindakan 
Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang 
sehingga sesuai Pasal 20 ayat (6) UUAP pengembalian kerugian 
negara dibebankan kepada Badan Pemerintahan. 
Terhadap penyalahgunaan wewenang itu di dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur mekanisme penyelesaiannya. 
Dalam hal ini, dibentuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP). Apabila APIP menemukan ada kesalahan administratif  yang  
menimbulkan  kerugian  negara  (Pasal  20  ayat  (2)  huruf  c), 
kerugian negara itu harus dikembalikan paling lama 10 hari kerja 
terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan (Pasal 
20 ayat (4). Tetapi, di luar yang disebutkan di atas, menurut ketentuan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 




Menurut irvan mawardi87 , yang menjadi permohonan dalam 
perbuatan penyalahgunaan wewenang diadili di Pengadilan Tata 
Usaha Negara. Pertama, Pemohonan pengujian ada atau tidak adanya 
unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan pejabat 
pemerintahan ke PTUN adalah bukan sengketa tata usaha negara yang 
selama ini lazim diajukan ke PTUN. 88 Permohonan pengujian 
sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan dikatakan bukan sengeketa tata usaha negara karena 
tidak ada unsur sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara 
antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara. Dalam permohonan pengujian ini permohonan 
dalam hal ini, Badan Pemerintahan atau Pejabat Pemerintahan tidak 
menguji sebuah keputusan pejabat tata usaha negara yang merugikan 
dirinya, namun Badan Pemerintahan atau pejabat Pemerintahan 
sendiri yang memohon agar keputusan atau tindakannya diuji, apakah 
ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang. Karena hanya 
menguji hasil keputusan dan tindakan sendirinya, dengan sendirinya 
permohonan tersebut tidak menempatkan adanya pihak termohon. 
Jadi, sifatnya murni permohonan bukan sengketa, bahkan cenderung 
bersifat memohon fatwa hukum ke PTUN. Kedua, bahwa Pasal 3 
Perma nomor 4 tahun 2015 menegaskan bahwa yang menjadi objek 
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atau materi permohonan adalah keputusan atau tindakan pejabat 
pemerintahan, bukan  hasil pemeriksaan dari APIP. 
Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam 
pengujian unsur penyalahgunaan wewenang yang dapat bertindak 
sebagai pemohon yaitu, Badan pemerintahan atau Pejabat 
Pemerintahan yang telah ada hasil pengawasan Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) yang menyatakan ada kesalahan 
administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, Terjadi 
karena ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang. Dan yang 
menjadi isi permohonan adalah tindakan atau keputusan yang 
dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Hal tersebut diperkuat dengan 
Pasal 4 huruf (1) PERMA No. 4 Tahun 2015 yang mengatur materi 
permohonan dimana salah satu unsur yang harus dimuat dalam 
permohonan adalah uraian secara singkat dan jelas mengenai objek 
permohonan berupa keputusan dan/atau tindakan Pejabat 
Pemerintahan yang dimohonkan penilaian. Dengan demikian hasil 
pengawasan APIP tersebut dijadikan sebagai alat bukti berupa surat 
atau tulisan dalam persidangan pengujian unsur penyalahgunaan 
wewenang. 
Apabila merujuk pada UU PTUN pengertian Obyek sengketa 
yang diuji di PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang 
terdapat dalam Pasal 1 angaka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 




“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapantertulis 
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tatausaha negara 
yang berisi tindakan hukum tata usahanegara yang berdasarkan 
peraturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat 
konkret,individual, dan final, yang menimbulkan akibat 
hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata.” 
 
Obyek yang diadili di Peradilan Tata Usaha Negara kemudian 
di perluas semenjak lahirnya Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan yakni bukan hanya terbatas Surat Keputusan yang 
tertulis namun juga tindakan faktual yang terdapat pada Pasal 87 
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.Dan juga UU PTUN 
lebih sempit mendefinisikan KTUN sebagai penetapan tertulis yang 
bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat 
hukum. Namun UUAP tidak serta merta menghapuskan definisi dan 
kriteria KTUN yang terdapat UU PTUN. Hanya saja berdasarkan 
Pasal 87 UUAP ketentuan tersebut harus dimaknai lebih luas dari pada 
kriteria-kriteria pada UU PTUN. 
Dalam konteks pengujian unsur penyalahgunaan wewenang 
khususnya objek permohonan. Dirumuskan objek permohonan secara 
terpisah yaitu keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan. 
Antara keputusan dan tindakan Pejabat Pemerintahan juga telah 
diberikan definisi masing-masing. Padahal, jika mengacu Pasal 87 
UUAP yang menyatakan bahwa KTUN salah satunya harus dimaknai 
sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual maka 




Ketentuan tersebut memberikan penekanan bahwa penetapan tertulis 
tidak hanya berupa tindakan formal dalam bentuk tulisan, namun 
penetapan juga dimaknai dalam bentuk tindakan faktual (tidak dalam 
bentuk tertulis). Artinya Pejabat Pemerintahan dikatakan telah 
mengeluarkan KTUN tidak hanya sekedar dilihat dari adanya tindakan 
hukum (rechthandelingen) dengan diterbitkannya keputusan 
(beschikking) tetapi juga dimaknai dalam bentuk tindakan faktual 
(feitelijkehandelingen). Tindakan Pejabat Pemerintahan (tindakan 
faktual) masuk sebagai objek permohonan pengujian unsur 
penyalahgunaan wewenang karena merupakan bagian yang 
terintegrasi dari ketentuan diskresi yang diatur dalam Pasal 22 sampai 
dengan Pasal 32 UUAP. 
Pemberian  hak  gugat  bagi  pejabat merupakan  jawaban  dari  
prinsip equality  before  the  law yang  menunjukkan  asas persamaan  
kedudukan  bagi  semua  warga  negara,  baik  selaku  pribadimaupun  
dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara. Dengan demikian, asas 
persamaan hukum berlaku, baik  sebagai  penggugat  yang  
mengajukan  gugatan  di  Pengadilan  maupun  sebagai tergugat  yang  
dikenakan  suatu  gugatan  di  Pengadilan.  Dengan kata  lain,  pejabat  
bisa berkedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat di forum 




pemerintah dapat berkedudukan sebagai pemohon maupun 
termohon.89 
 
C. Upaya Administratif Pasca Terbitnya Perma Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi 
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. 
Mekanisme perlindungan hukum sangat penting karena didalam 
kehidupan masyarakat sering ditemui permasalahan atau sengketa tata 
usaha negara salah satunya yaitu adanya perbuatan penyalahgunaan 
wewenang yang dilakukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
karena suatu keputusan dan/atau tindakan yang dilakukannya. 
Sebagaimana diketahui bahwa badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
dalam fungsi menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan 
umum.  
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ada dua jalur 
penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, yang mana pertama, yaitu 
melalui upaya administratif dan yang kedua, melalui permohonan ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang mana sebelum melakukan 
permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat 
Tata usaha Negara harus menempuh upaya administratif dahulu baru 
dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 
Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
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Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah 
Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: 
“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah 
menempuh upaya administrasi” 
 
Upaya administrasi merupakan prosedur yang ditentukan dalam 
suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa 
tata usaha negara yang dilaksanakan dilingkungan pemerintahan 
sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas) yang terdiri dari prosedur 
keberatan dan prosedur banding administratif. Mengajukan upaya 
administrasi pada atasannya sendiri misalnya, apabila walikota yang 
melakukan sengketa tata usaha negara maka mengajukan upaya 
administrasinya pada gubernur dan selanjutnya. 
UUAP pun mengatur kewenangan PTUN mengadili terhadap 
upaya administratif sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (3) UUAP, 
Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Dengan 
demikian terdapat dua norma hukum yang mengatur upaya 
administratif. Setelah upaya administrasi selesai dilaksanakan, warga 
masyarakat yang masih belum menerima keputusan upaya 
administratif mengajukan permohonan tetap ke PTUN dengan alasan : 
UUAP bukan merupakan hukum acara. Upaya administratif masih 
berlaku Pasal 48 UU Peratun karena belum dicabut. Kerancuan timbul 
UUAP memberi kewenangan kepada PTUN untuk mengadilinya. 




Untuk itulah, perlu adanya sinkronisasi peraturan perundang-
undangan pasca UUAP.   
 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan merupakan payung hukum bagi Badan 
atau Pejabat Pemerintahan tetapi bukan untuk berlindung apabila 


























PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA 
NEGARA MENGENAI PERBUATAN PENYALAHGUNAAN 
WEWENANG  
Prosedur pengujian unsur penyalahgunaan wewenang oleh 
Peradilan Tata Usaha Negara didasari pada ketentuan Pasal 2 PERMA No. 
4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur 
Penyalahgunaan wewenang. Ketentuan tersebut memberikan ketentuan 
bahwa prosedur pengujian unsur penyalahgunaan wewenang oleh PTUN 
diberikan batasan yaitu setelah adanya hasil pengawasan APIP dan 
sebelum adanya proses pidana. 
Sebelum membahas mengenai tahapan-tahapan dan prosedur 
dalam pemeriksaan perbuatan penyalahgunaan wewenang di PTUN 
berdasarkan Perma No 4 tahun 2015, maka penulis menjelaskan terlebih 
dahulu bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam 
Perundang-undangan di Indonesia. 
A. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Perundang-
Undangan di Indonesia 
Kejelasan posisi atau kedudukan sebuah peraturan hukum 
menjadi sangat  penting dalam kajian hukum Negara Republik 
Indonesia yang mana setiap undang-undang atau peraturan yang 
dibentuk harus memiliki dasar sandaran/cantolan dari peraturan atau 




lebih rendah kedudukanya dalam hierarki peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi sudah menjadi asas 
yang tak bisa ditawar.  
Pada umumnya, hukum tertulis itu merupakan produk legislasi 
oleh parlemen atau produk regulasi oleh pemegang kekuasaan regulasi 
yang biasanya berada di tangan pemerintah atau badan-badan yang 
mendapat delegasi kewenangan regulasi lainnya. Oleh karena itu 
bentuknya dapat berupa  legislative acts  seperti undang-undang atau  
executive acts  seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau 
Peraturan Bank Indonesia, dan sebagainya. Demikian pula lembaga-
lembaga pelaksana Undang-undang lainnya yang diberi kewenangan 
untuk menetapkan sendiri peraturanperaturan yang bersifat internal 
seperti Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA), Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan Mahkamah 
Konstitusi (PMK), Badan Pemeriksa Keuangan juga demikian juga 
lain sebagainya.90 
Pembentukan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk 
memecahkan kebuntuan hukum atau kekosongan hukum acara, selain 
memiliki dasar hukum juga memberi manfaat bagi penegak hukum. 
Namun, terobosan hukum  yang dilakukan oleh Mahkamah Agung 
tersebut juga memiliki catatan penting. Pertama, pengaturan dalam 
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PERMA menjadi merupakan materi yang substansial. Kedudukannya 
untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan 
membentuk PERMA adalah kewenangan atribusi yakni kewenangan 
yang melekat secara kelembagaan terhadap Mahkamah Agung. 
PERMA memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan 
bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilannya  merupakan salah 
satu pelaksana dari peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana 
peraturan merupakan yang sama, sementara itu Mahkamah Agung 
berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan dibawah 
undang-undang terhadap undang-undang.91 Karena hal tersebut perlu 
dikaji lebih lanjut secara yuridis normatif kedudukan PERMA dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia di 
mana posisi PERMA sehingga menentukan apakah Mahkamah Agung 
akan bertindak sebagai pembuat, pelaksana sekaligus penguji peraturan 
yang dibuatnya. 
Dalam sistem hukum Indonesia sumber  tata tertib hukum atau 
tata urutan hukum atau hierarki hukum diatur dalam sebuah peraturan 
tertulis sebagai sumber hukum pertama dan utama. Ketentuan  
mengenai sumber tertib hukum itu diatur dalam ketetapan MPRS No. 
XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai Sumber 
Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan 
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Perundangan Republik Indonesia yang kemudian diubah dengan 
ketetapan MPR No. III/MPR/2000.92 
Kemudian setelah  Undang-undang dasar diamandemen 
terakhir kalinya pada tahun 2002 terbitlah undang-undang nomor 10 
tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Namun, kembali dicabut dan digantikan dengan undang-undang nomor 
12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Oleh karena itulah undangundang yang terakhir inilah yang dijadikan 
patokan dalam menentukan posisi sebuah peraturan tertulis. 
Berangkat dari teori Hans Kelsen mengenai peraturan 
perundang-undangan yang menyatakan bahwa undang-undang dan 
peraturan itu dibentuk berdasar atau bersumber dari peraturan yang 
lebih tinggi, maka di dalam tata susunan atau hierarki peraturan 
perundang-undangan Negara Republik Indonesia juga dibentuklah 
peraturan untuk mewadahi segala jenis peraturan perundang-undangan 
tersebut menurut kedudukannya. Hierarki yang dimaksud dalam 
undang-undang No. 12 Tahun 2011 ini adalah perjenjangan setiap jenis 
peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi.93 
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Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 yang telah 
menggantikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
pembentukan  peraturan perundang-undangan menyebutkan dalam bab 
III pasal 7 tentang jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan 
perundang-undangan.94 
Dari pasal tersebut diperoleh pemahaman bahwa peraturan 
Mahkamah Agung tidak termasuk kedalam susunan peraturan 
perundang-undangan. Namun dalam pasal selanjutnya disebutkan 
bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui 
keberadaannya sebagaimana termaktub dalam pasal 8 Undang-undang 
No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan.95  Dari bunyi pasal 8 tersebut menyatakan secara spesifik 
bahwasanya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui 
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan 
memenuhi persyaratan. 
Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberi wewenang 
yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan 
tersebut hanya dibatasi dalam rangka penyelenggaraan peradilan. 96 
Sesuai penjelasan pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung bahwa peraturan yang dibuat  oleh Mahkamah 
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Agung tidak akan memuat suatu aturan yang bersifat mengatur hak dan 
kewajiban para warga negara yang berarti peraturan Mahkamah Agung 
tidak sebagaimana peraturan perundang-undangan yang masuk dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. 
Apabila terdapat peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang 
mengatur tentang hak dan kewajiban seorang warga negara maka 
peraturan tersebut telah melampaui dan melebihi apa yang telah 
digariskan undang-undang. Peraturan Mahkamah Agung berisi 
pengaturan dalam hal hukum acara, yakni tata cara untuk 
memperlancar penyelenggaraan peradilan.  
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan 
peraturan perundang-undangan dijelaskan pada pasal 8 ayat (3) bahwa 
peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui 
keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh undang-undang dan atau 
dibentuk berdasarkan kewenangan. Undang-Undang No. 12 Tahun 
2011 secara terang menjelaskan dalam pasal 8 ayat (2) bahwa 
Peraturan  yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah diakui 
keberadaannya sepanjang memenuhi syarat didasarkan oleh 
kewenangan. 
B. Tahapan-tahapan dalam pemeriksaan perbuatan penyalahgunaan 
wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara. 
Waktu dalam persidangan pengujian Perbuatan 




terhitung sejak Majelis Hakim telah memulai sidang pertama dan 
pemeriksaan ini dengan pemeriksaan secara cepat atau acara 
pemeriksaan secara singkat. Maka, diharapkan kepada para pihak 
dapat disiplin hadir dalam menghadiri persidangan. Mengingat selama 
ini adanya kewajiban panggilan sidang dihiraukan begitu saja bagi 
para pihak yang tidak hadir dengan maksud mengulur waktu.karena 
sering terjadi hal sebagai berikut maka diberikan solusi dengan 
lahirnya Perma Nomor 4 Tahun 2015 dengan menerapkan: 
Pertama, efektifitas perhitungan waktu pengujian. Dalam 
persidangan biasa di PTUN, perhitungan permohonan masuk dan 
didaftar ketika pemohon pertama kali membawa materi permohonan 
ke bagian kepaniteraan.Permohonan yang datang pertama kali tidak 
langsung didaftrakan. Namun diberi kesempatan untuk memperbaiki 
permohonan. Apabila permohonan telah dianggap lengkap dan 
memenuhi persyaratan, maka dicatat dalam buku registrasi perkara 
dan diberi nomor perkara.97 
Kedua, penghapusan tahapan dismissal dan pemeriksaan 
persiapan. Dismissal dan pemeriksaan persiapan pada pokoknya 
biasanya digunakan untuk memfilter atau menyeleksi kelayakan 
sebuah permohonan atau masa perbaikan permohonan.98 Karena pada 
tahap pertama telah diberikan waktu kepada pemohon untuk 
memperbaiki isi permohonan maka tahapan dismissal dan 
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pemeriksaan persiapan pun juga dihapus. Sehingga ketika sudah 
didaftarkan secara resmi, materi permohonan sudah dianggap lengkap 
dan memenuhi persyaratan. 
Ketiga, Jadwal persidangan yang wajib ditaati oleh semua 
pihak. Bahkan Majelis Hakim setelah ditunjuk, maka 3 (tiga) hari 
setelah perkara diterima, Majelis Hakim menetapkan siding pertama 
dan jadwal persidangan. Sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Perma 
Nomor 4 Tahun 2015 tersebut ketika sidang pertama sudah ditetapkan 
maka akan diketahui juga jadwal-jadwal sidang berikutnya termasuk 
jadwal pembacaan putusan sudah diketahui. Sehingga dalam sebuah 
permohonan, apabila Pemohon tidak hadir ketika tahapan pembuktian 
dengan pemeriksaan saksi dan ahli, maka Majelis Hakim dapat 
menetapkan bahwa sang pemohon tidak menggunakan haknya untuk 
mengajukan saksi atau ahli. 
C. Proses acara di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam 
penyelesaian perbuatan penyalahgunaan wewenang. 
Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 
menyebutkan bahwa : “pengadilan wajib memutus permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) 
hari kerja sejak permohonan diajukan”. Dengan ketentuan pasal 
tersebut sudah sangat jelas bahwa pengujian perbuatan 
penyalahgunaan wewenang bukan menggunakan pemeriksaan acara 




menggunakan tenggang waktu selama 21 hari kerja. Namun Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan tidak menentukan bentuk 
pengujian dalam pemeriksaan cepat atau pemeriksaan biasa, meskipun 
demikian, pengaturan dalam Pasal 8 Perma Nomor 4 tahun 2015 
sudah member limitasi waktu yang berbunyi : 
1) “Panitera menyampaikan berkas perkara yang sudah 
diregistrasi kepada ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari 
kerja sejak Permohonan tersebut diregistrasi. 
2) Ketua Pengadilan menetapkan susunan majelis yang 
memeriksa permohonan tersebut paling lambat 2 (dua) hari 
kerja sejak berkas perkara diterima oleh ketua Pengadilan. 
3) Ketua Majelis menetapkan siding pertama dan jadwal 
persidangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari 
kerja sejak berkas perkara diterima majelis.” 
 
Menurut Pasal 19 Perma Nomor 4 tahun 2015, Pengadilan 
wajib memutus permohonan ada atau tidak ada usnur penyalahgunaan 
wewenang paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang 
pertama dilakukan. Sehingga Pasal 19 tersbut, yang menyatakan 21 
hari kerja belum dihitung atau belum dimulai ketika permohonan baru 
didaftarkan, namun perhitungan dimulai ketika Majelis Hakim yang 
ditunjuk telah memulai sidang pertama. Dengan pengaturan yang 
diatas maka dalam penyelesaian perbuatan penyalahgunaan wewenang 
maka Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan acara pemeriksaan 
cepat dalam mengadilinya. Yang mana ketentuan dalam Perma 
tersebut bertentangan dengan UUAP yang mengatakan 21 hari kerja 
sejak permohonan diajukan bukan sejak majelis hakim yang ditunjuk 




Pemeriksaan dengan acara biasa dalam penyelesaian sengketa 
harus melalui proses dismissal dan pemeriksaan persiapan. 
Persidangan dilakukan dengan 3 (tiga) orang hakim majelis dan di 
pimpin oleh hakim Ketua sidang, hal ini sesuai dengan Pasal 68 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara.  
Dalam hal permohonan dikabulkan, tahapan pemeriksaan 
dengan acara cepat dilakukan hanya melalui proses dismissal tanpa 
melalui pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan dengan acara cepat 
dilakukan dengan Hakim tunggal, hal ini sesuai dengan Pasal 99 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara. Namun dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan mahkamah 
Agung Nomor 4 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa “pemeriksaan 
persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim tanpa melalui proses 
dismissal maupun pemeriksaan persiapan”,  
Dalam prosedur penyelesaian pengujian perbuatan 
penyalahgunaan wewenang diatur pada Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 
2015, yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara baru 
berwenang menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak adanya 
unsur penyalahgunaan wewenang sebelum masuk ke ranah hukum 
pidana dan setelah adanya hasil pemeriksaan dari Aparat Pengawasan 




Pada Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2015 yang menyatakan 
bahwa PTUN baru berwenang menguji ada atau tidak adanya unsur 
penyalahgunaan wewenang sebelum adanya proses pidana, yang 
dikatan proses pidana disini proses pidana yang seperti apa, dalam 
KUHAP proses pidana diawali dari penyidikan, penyelidikan,   
penuntutan,  pemeriksaan  di  pengadilan, upaya hukum, sampai 
dengan pelaksanaan putusan (eksekusi). Dalam hal mengenai 
Penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat 2, dan penyelidikan diatur dalam 
Pasal 1 ayat 5 KUHAP. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan 
berdasarkan  Laporan Polisi  dan surat perintah penyidikan 
berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen 
Penyidikan Tindak Pidana 
Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan 
suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik 
memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) 
KUHAP) Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan 
SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) SPDP dikelola 
Kasi Pidum/Pidsus. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 25 
ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang 
menjelaskan bahwa “SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 




Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 
Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Prosedur Pelaksanaan 
Penyidikan Tindak Pidana, yang menjelaskan bahwa “SPDP 
merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Penyidik 
kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat dan dikirimkan setelah 
terbit surat perintah penyidikan.” Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan 
Kabareskrim Polri tersebut diatas, merupakan penegasan dari 
ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri tersebut diatas. 
Ketentuan ini memberikan penegasan serta perubahan atas Surat 
Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1205/IX/2000 tersebut diatas. Selain 
itu pula dapat memberikan penegasan mengenai batasan waktu kapan 
SPDP tersebut  oleh Penyidik kepada Penuntut Umum.  
Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, 
penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada 
penuntut umum diatur dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP. (P.21) , 
penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti ke 
Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Melimpahkan perkara ke 
Pengadilan Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan 
terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana 
dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan 
yang berwenang mengadili Pasal 137 KUHAP,  kemudian dilakukan 




Dengan ketentuan tersebut menyatakan bahwa proses pidana 
dimulai setelah adanya SPDP setelah dikeluarkanya surat perintah 
penyidikan agar dapat memberitahukan kepada Jaksa Penuntut 
Umum. Sehingga konstruksi yang dibangun khusus terkait dugaan 
atas  Pasal  3  UU  Tipikor  bahwa  setelah  ada  laporan  atau  
pengaduan  terkait dugaan Pasal 3 UU Tipikor yang masuk melalui 
APH selaku penyelidik atau penyidik, maka penyelidik atau penyidik 
dapat mengkonfirmasi kepada APIP Badan pemerintahan yang diduga 
pejabatnya melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang. 
Aparat Penegak Hukum melakukan konfirmasi kepada Aparat 
Pengawasan Intren Pemerintah untuk menyimpulkan ada atau tidak 
adanya unsur penyalahgunaan wewenang.   
Pada Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2015 yang menyatakan 
bahwa PTUN baru berwenang menguji ada atau tidak adanya unsur 
penyalahgunaan wewenang setelah adanya hasil pemeriksaan oleh 
APIP. Yang mana apabila setelah adanya hasil pengawasan dari APIP 
maka lazimnya hal tersebut telah masuk ke ranah hukum pidana. 
Bahwa hak seseorang badan atau pejabat negara untuk mengajukan 
Permohonan adalah ketika terbit hasil pengawasan BPK atau Itjen 
yang berupa keputusan dari instansinya yang menyatakan bahwa 
mengajukan Permohonan tersebut kadaluarsa ketika dirinya telah 
ditetapkan sebagai tersangka ataupun ketika pihak berwajib mulai 




pemeriksaan dari APIP hanya berupa laporan bukan KTUN yang tidak 
dapat diajukan ke PTUN sebagai permohonan. Selanjutnya Pasal 3 
Perma Nomor 4 Tahun 2015 mengatur : 
“Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang merasa 
kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan APIP dapat 
mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang berisi 
tuntutan agar Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan 
dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang.” 
Karena adanya ketentuan pada Pasal tersebut, bahwa ketika 
BPK atau Itjen suatu instansi menyatakan bahwa suatu pejabat negara 
telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan 
keuangan negara atau korupsi, maka laporan BPK ataupun Itjen 
tersebut dapat dianulir oleh pejabat yang dinyatakan melakukan KKN. 
Maka sebaliknya, bila BPK atau itjen menyatakan seseorang 
pejabat negara tidak melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang 
yang merugikan keuangan negara atau tidak korupsi, maka Direktur 
Jenderal suatu instansi pada Dirjen pemerintahan dapat mengajukan 
ke Permohonan pada PTUN guna menganulir laporan BPK ataupun 
Itjen, sehingga pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan 













Hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara Permohonan yang diajukan oleh 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diduga telah melakukan 
perbuatan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian 
keuangan negara, berdasarkan penetapan dari hasil pemeriksaan 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sebagaimana yang diatur 
dalam ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan. 
2. Prosedur Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara oleh Hakim 
Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2015, yaitu yang menyatakan 
bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, 
memeriksa, dan memutus serta mengadili Permohonan dari Pemohon 
(Badan atau Pejabat tata usaha negara) tentang ada atau tidaknya 
perbuatan penyalahgunaan wewenang sebelum adanya proses pidana 
dan adanya hasil pemeriksaan investigatif badan pengawas. Ketentuan 
yang demikian menjadi tidak bermakna bagi legal standing Badan atau 
Pejabat tata usaha negara yang akan mengajukan Permohonan ke 




bahwa telah dimulainya proses pidana. Seharusnya Hakim maupaun 
Aparat Penegak Hukum sebagai tolak ukur untuk menentukan 
dimulainya proses pidana setelah dikeluarkannya SPDP sehingga tidak 
kehilangan legal standing bagi pemohon PTUN dapat memeriksa 
perkara Permohonan pengujian perbuatan penyalahgunaan wewenang. 
B. Saran 
1. Ketentuan Pasal 2 dan 3 Perma No 4 Tahun 2015 perlu dilakukan 
revisi terutama terkait dengan ketentuan sebelum adanya proses pidana 
dan setelah adanya hasil pemeriksaan dari APIP. Karena, ketentuan 
yang demikian norma hukumnya menjadi tidak jelas, multitafsir, tidak 
memberikan kepastian hukum dan meniadakan legal standing dari 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam 
Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 
2. Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan 
diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara perlu segera dilakukan revisi, agar sesuai 
dengan ketentuan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara 
sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
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